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ABSTRAK

Elvi Nopita, 1501270003. ANALISIS TAKE OVER NASABAH PEMBIAYAAN KPR
BANK SYARIAH MANDIRI KE BANK SYARIAH KOMPETITOR DI KOTA
MEDAN (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri KCP Medan Pulo Brayan).
Pembimbing Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui analisis take over
nasabah bank syariah mandiri ke bank syariah kompetitor dikota Medan, yang
mana nasabah sering melakukan take over pembiayaan KPR. Penulis menemukan
masalah pada penelitian ini yakni ketidak sesuaian akad yang digunakan bank
syariah mandiri dalam melakukan Take Over dengan Surat Edaran Bank
Indonesia (SEBI), dimana Bank Syariah Mandiri menggunakan agad garh dan
SEBI menggunakan akad hiwalah. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis responden yang
digunakan dalam penelitian ini berjumlah 3 orang.

Hasll penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa, penerapan
pelaksanaan take over pembiayaan KPR Nasabah Bank Syariah Mandiri sesuai
dengan Skema yang berdasarkan ketentuan DSN MUI dengan memberikan akad
gardh terlebih dahulu serta dilanjutkan dengan akad musyarakah, murabahah
danijarah.

Kata Kunci : Take over, pembiayaan KPR



ABSTRACT

Elvi Nopita, 1501270003. The Analysis of Customers Take Over of CUSTOMERS
PEMBIAYAAN KPR BANK SYARIAH MANDIRI KE BANK SYARIAH
KOMPETITOR DI KOTA MEDAN (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri KCP
Medan Pulo Brayan). Pembimbing | sra Hayati, S.Pd, M.Si

The purpose of this study was to determine the analysis of take-over customers of
independent Islamic banks to competing Islamic banks in the city of Medan, where
customers often take over mortgage financing. The author found a problem in this study,
which is the discrepancy of contracts used by independent Ilamic banks in conducting
Take Over with a Bank Indonesia Circular Letter (SEBI), where Bank Syariah Mandiri
uses agad garh and SEBI uses a hiwat contract. The approach in this study uses a
qualitative approach with descriptive methods of respondent analysis used in this study
amounting to 3 people.

The results of the study concluded that, the implementation of the take over
financing of KPR Customers Bank Syariah Mandiri in accordance with the Scheme based
on the provisions of the MUI DSN by providing gardh contracts first and continued with
musyarakah, murabahah and ijarah contracts.

Keywords: Take over, financing of KPR and gardh
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Take Over adalah akad pemindahan utang dari pihak muhil (orang yang
memindahkan) kepada pihak muhal’,alaih (orang yang berhutang) kepada muhil.
Dalam kamus bahasa indonesian take over adalah pengambil alihan atau dalam
ruang lingkup perusahaan adalah perubahan kepentingan dalam pengendalian
suatu perseroan.’ Take Over menurut pasal 20 ayat 13 kompilasi hukum ekonomi
syariah adalah akad pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang
yang menerima pemindahan hutang.

Take over nasabah tidak hanya terjadi antara bank Syariah dan Bank
konvensional sga yang mana memiliki tujuan untuk menghindari transaks non
syariah. Akan tetapi take over nasabah juga terjadi antar sesama bank syariah
yang mana sudah menerapkan prinsip serta akad yang sesuai syariah islam, hal ini
terjadi karena nasabah ingin mencari ansuran yang lebih ringan dari ansuran
sebelumnya.

Akibat dari terjadinya Take Over itu sendiri sangat merugikan bagi bank
yang terkena take over, karena mempengaruhi margin dari bank itu sendiri
terlebih jika debitur memiliki rekam jejak yang baik terkait dengan pembayaran
pinjaman.

Take Over yang terjadi pada bank Syariah Mandiri salah satunya adalah
Take Over KPR yang mana nasabah tidak perlu lagi khawatir Membayar biaya
take over. Karena semua biaya Take Over bisa dimasukkan dalam komponen
cicilan KPR. Yang artinya nasabah tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk
biaya Take Over tersebut dengan syarat dan ketentuan biaya take over KPR nya
tidak lebih dari 10 % dari nilai plafond yang diberikan.

Bank Syariah Mandiri memberikan dua skema angsuran KPR yaitu

angsuran single price dan angsuran step up price: 3

'Ahmad Antoni K. Muda, Kamus Lengkap Ekonomi, (Jakarta : Gitamedia Press, 2003), h. 331.
“Mardani, Figh Ekonomi Syariah, (Jakarta : kencana 2012) cet ke-1 hal-267
3



1. Angsuran Sngle Price memiliki suku bunga yang tetap, selama
nasabah mencicil, suku bunga yang berlaku untuk angsuran single
price dimulai dari 10%.

2. Angsuran Step Up Price juga memiliki suku bunga yang tetap,
bedanya terletak pada besaran suku bunga pada skema angsuran Sep
Up Price.

Jenis pelayanan menggunakan take over dipandang sebagai bentuk
persaingan antar bank untuk menarik perhatian masyarakat, terlebih semenjak
perkembangan bank syariah yang sangat baik pada saat sekarang ini, perbankan
syariah menawarkan kelebihan kelebihan yang dimilikinya kepada masyarakat,
terutama dalam sisi idealisme kesyariahan, sehingga penawaran take over oleh
perbankan syariah menarik perhatian masyarakat.

Ditemukan dalam ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia. SEBI (Surat
Edaran Bank Indonesia) juga menjadi acuan pelaksanaan prinsip syariah dalam
kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan bank syariah,
hal tersebut tertera dalam SEBI Nomor 10/ 14/ DpBS, 17 Maret 2008. Dalam
SEBI terdapat ketentuan mengena transaksi pengalihan hutang yakni
menggunakan akad hiwalah.

Salah satu bank syariah yang sering melakukan take over pada properti
syariah adalah bank syariah mandiri. Bank syariah mandiri merupakan salah satu
bank syariah terbesar di indonesia yang melakukan take over pembiayaan KPR.
Mengacu pada uraian di atas penulis menemukan sebuah masalah di mana bank
syriah mandiri yang merupakan unit usaha syariah di kota medan melayani take
over atas permintaan nasabah, akan tetapi nasabah masih banyak yang kurang
bahkan tidak memahami tentang akad yang di terapkan pada pembiayaan take
over yang menggunakan skema berdasarkan ketentuan DSN MUI dengan
memberikan gard terlebih dahulu serta di lanjutkan dengan akad murabahah,
musyarakah dan ijarah.

Akan tetapi terdapat perbedaan dengan is ketentuan Surat Edaran Bank
Indonesia yang mengatur tentang transaksi take over. Dalam fatwa DSN MUI

telah ditegaskan bahwa yang terkait dengan take over menggunakan gard.



Sedangkan pada Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) menggunakan akad
hiwalah.

Berdasarkan latar belakang dan penomena yang telah penulis temukan
dilapangan maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam tentang “ Analisis
Take Over Nasabah Pembiayaan KPR Pada Bank Syariah M nadiri Ke Bank
Syariah Kompetitor Di Kota Medan (Studi Kasus Pada BankSyariah
Mandiri KCP Medan Pulo Brayan)”.

A. ldentifikas Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas,maka penulis mengidentifikasikan

beberapa masalah yang akan di jadikan bahan penelitian selanjutnya yaitu:

1. Ketidak sesuaian akad yang digunakan Bank Syariah Mandiri dalam
melayani Take Overdengan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI),
dimana Bank Syariah Mandiri menggunakan akad Qard, sedangkan
SEBI menggunakan akad hiwalah.

2. Kurangnya pengetahuan nasabah terhadap akad yang digunakan dalam
pengalihan hutang (Take Over).

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan identifikass masalah di atas penulis dapat
merumuskan permasal ahan sebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaanTake Over nasabah pembiayaan KPR pada
Bank Syariah Mandiri ke Bank Syariah Kompetitor di kota Medan ?
2. Akad apakah yang digunakan dalam pelaksanaan Take Over nasabah
pembiayaan KPR pada Bank Syariah Mandiri Ke Bank Syariah
Komprtitor di KotaMedan ?

C. Tujuan Pendlitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penilitian ini
adalah :



1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan take overnasabah
Pembiayaan KPR pada Bank Syarian Mandiri ke Bank Syariah
Kompetitor Di Kota Medan.

2. Untuk mengetahui akad apa yang digunakan dalam pelaksanaan Take
Over Nasabah Pembiayaan KPR pada Bank Syariah Mandiri ke Bank
Syariah Kompetitor di Kota Medan.

D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini di harapkan memiliki manfaat secara teoritis maupun
praktis:
1. Manfat teoritis

a Sebaga sdah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan
perkuliahan program strata satu (S1) pada Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Dapat dijadikan landasan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

Cc. Sebaga bahan kgian dan rujukan sekaligus untuk menambah ilmu
pengetahuan penulis.

2. Manfaat Praktis

a. Dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi lembaga perbankan
syariah.

b. Dapat memberikan pemahaman dan wawasan pengetahuan kepada
masyarakat atau nasabah mengenai peraturan pengalihan hutang (take
over) di bank syariah.

c. Dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi praktis dan akademis
ekonomi syariah.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka dibutuhkan sistematika
penulisan yang mana sSistematika penulisan di paparkan dalam tiga bab
sebagaimana di jelaskan sebagai berikut :
BAB | : PENDAHULUAN



Dalam bab ini penulis akan mengemukakan latar belakang, identifikas
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta
sistematika penulisan.
BAB Il : LANDASAN TEORITIS
Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang kajian pustaka dan kgian
penelitian terdahulu yang relevan, yang mana akan dijelaskan beberapa
penelitian-penditian terdahulu yang merupakan bahan perbandingan
dengan penelitian penulis.
BAB Ill : METODE PENELITIAN
Yaitu memaparkan tentang langkah-langkah penelitian  diantaranya,
rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran peneliti,
tahapan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik
analisis data dan pemeriksaan keabsahan temuan.
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab empat penulis menygjikan tentang hasil penelitian yang
didapatkan dengan proses wawancara kepada pihak Bank Syariah Mandiri
mengenai take over nasabah pembiayaan KPR serta temuan penelitian dan
pembahasan.
BAB V : PENUTUP

Pada bab ini beris kessmpulan dan saran dari penulis.



BAB II
LANDASAN TEORI

A. Kgjian Pustaka
1. Pengertian Take Over

Take over adalah perpindahan utang dari tanggungan muhil (orang yang
memindahkan) kepada tanggungan muhal’ alaih (orang yang berhutang) kepada
muhil. Take over menurut pasal 20 ayat 13 kompilas hukum ekonomi syariah
adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang menerima
pemindahan hutang.*

Dalam isam take over disebut dengan hiwalah, secara etimologi hiwalah
berasal dari kata halaasy-syai’ haulan yang memiliki arti pemindahan. Dalam
akad hiwalah terdapat tiga pihak yang terkait, diantatanya adalah muhal (pemberi
pinjaman), muhil (penerima pinjaman), dan muhal alaih (Penerima pemindahan
pinjaman darimuhil).

Sedangkan pengertian hiwalah secara igtilah, para ulama berbeda-beda
dalam mendefinisikannya, antaralain sebagai berikut:

a. Menurut Hanafi, yang dimaksud hiwalah

“Memidahkan tagihan dari tanggung jawab yang berutang kepada yang

lain yang punya tanggung jawab pula’.

b. Menurut Zainul Arifin

“hiwalah adalah akad pemindahan hutang/piutang suatu pihak ke pihak

lain, dengan demikian, di dalamnya terdapat tiga pihak yaitu pihak

berutang (muhil), pihak yang memberi utang (muhal), dan pihak yang
menerima pemindahan utang (muhal’ alaih).”
Menurut hanafi hiwalah dibedakan menjadi duajenisyaitu :
a. Hiwalah mutlagah, yaitu seseorang memindahkan hutangnya kepada
orang lain dan tidak mengaitkan denganutang yang ada pada orang itu.
Menurut ketiga mazhab lain kalau muhal ala’ih tidak punya utang kepada

*Mardani,figh ekonomi syariah, (jakarta: kencana 2012) cet ke-1 hal-267
*Kotibul Umam, perbankan syariah, ( Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada 2016) hal-156
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muhil, maka hal ini sama dengan kafalah dan harus ini dengan keriidhoan

ketiga pihak.

b. Hiwalah mugayyadah, yaitu seorang memindahkan utang dan mengaitkan
dengan piutang yang ada kepadanya. Inilah hiwalah yang boleh (jaiz)
berdasarkan kesepakatan para ulama.®
Hiwalah menurut Ensiklopedi Hukum Islam adalah Pemindahan hak atau

kewajiban yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua untuk menuntut
pembayaran utang atau membayar utang dari atau kepada pihak ketiga, karena
pihak ketiga berutang kepada pihak pertama dan pihak pertama berutang kepada
pihak kedua atau karena pihak pertama berutang kepada pihak ketiga disebabkan
pihak kedua berutang kepada pihak pertama. Perpindahan itu dimaksudkan
sebagal ganti pembayaran yang ditegaskan dalam akad ataupun tidak didasarkan
kesepakatan bersama.’

Dalam mengaplikasikan akad take over (hiwalah) dalam produk
perbankan syariah ini paling tidak terdapat tiga pihak diantaranya yang diikat
dengan perjanjian. Ketiga pihak tersebut, yaitu bank sebagai faktor, nasabah
selaku klien, dan pihak yang mempunyai utang kepada nasabah.

Dari beberapa penjelasan di atas tentang pengertian take over, penulis
dapat menyimpulkan bahwa take over merupakan akad pengalihan hutang dari
satu pihak kepada pihak lain yang mana pihak penerima hutang bersedia
menerima tanggungan dengan suka rela dan berdasarkan kesepakatan bersama
yang telah di buat.

2. Pengertian Pembiayaaan KPR

Pembiayaan KPR merupakan bagian dari pasilitas pendanaan bank untuk
memilih dan memiliki rumah dengan pendanaan atau kredit bank. KPR di anggap
menguntungkan karena nasabah dapat memiliki rumah sendiri dengan cara
mencicil. Prinsip KPR adalah membiayai terlebih dahulu biaya pembelian atau
pembangunan rumah , dan untuk membayar balik dilakukan dengan angsuran atau

cicilan.

®K hotibul Umam, Perbankan Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016). h. 157
Abdul Aziz Dahlan, et al. Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru VVan Hoeve, 1997). h.
559



Seiring berjalannya waktu pengertian KPR pengertian pembbiayaan KPR
pun semakin berkembang menjadi lebih luas, tidak sgja untuk pembelian rumah
namun juga untuk menyewa dan membangun rumah diatas tanah yang telah ada.
Di beberapa bank pengertian KPR juga brrbeda-beda, sehingga dalam
pengelompokan produk yang ingin ditawarkan pun berbeda-beda. Bank-bank
yang mengakui bahwa pembelian seperti rumah, toko, apartemen serta renovas
rumah di kelompokkan ke dalam produk KPR dan ada pula yang tidak, jadi setiap
bank memiliki engertian produk KPR sendiri-sendiri.

Dari beberapa pengertian tersebut maka dapat dismpulkan definiss KPR
adalah fadlitas pendanaan oleh bank untuk kepemilikan properti dimana
pendanaan tersebut akan dibayar kembali oleh debitur dengan cara mengangsur
kepada bank bersangkutan. Untuk memperoleh pinjaman kredit dari bank maka
debitur harus harus memenuhi beberapa persyaratan yang digjukan bank selain itu
juga diperlukan jaminan kredit untuk memperoleh pinjaman dengan harapan
pinjaman yang diberikan kepada nasabah berjalan lancar sampa kredit tersebut
dilunasi.

3. Pengertian Take over Pembiayaan KPR

Dari penjelasan di atas maka take over pembiayaan KPR dapat di artikan
dengan menarik nasabah atau debitur bank lain yang memiliki track record
pembiayaan yang baik. Hal ini dilakukan dengan menawarkan beberapa
keunggulan dari bank lain, seperti pelayanan yang lebih baik dan lebih
menguntungkan nasabah.

4. Dasar Hukum Take Over (hiwalah/pengalihan hutang)

Hukum Take Over adalah boleh (jaiz) dan di syariatkan dalam islam. Ini
berdasarkan hadist dan ijma. Dasar dari hadist bahwa Abu Hurairah
meriwayatkan bahwa nabi SAW bersabda : penundaan (pembayaran utang ) oleh
orang kaya adalah kezaliman. Pengalihan hutang atau disebut juga dengan
hiwalah dibenarkan dalam Islam berdasarkan sunnah dan ijmal_l.

a. Hadits

Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairoh, bahwa Rasulullah SAW,
bersabda:



“Dari Abu Huraira RA berkata bahwa Nabi Muhammad SAW
bersabda: Memperlambat pembayaran hukum yang dilakukan oleh orang
kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada
orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah ia beralih (diterima
pengalihan tersebut)” . (HR AlBukhori).

Pada hadits ini Rasulullah memerintahkan kepada orang yang
menghutangkan, jika orang yang berhutang menghiwalahkan kepada orang yang
kaya dan berkemampuan, hendaklah ia menerima hiwalah tersebut, dan hendaklah
iamengikuti (menagih) kepada orang yang dihiwalahkannya(muhal'alaih), dengan
demikian haknya dapat terpenuhi (dibayar).

b. Ijmal]

Selain hadist Nabi, terdapat kesepakatan ulama yang membolehkan
hiwalah. Hiwalah dibolehkan pada hutang yang tidak berbentuk barang atau
benda, karena hiwalah adalah perpindahan utang, oleh sebab itu harus pada utang
atau kewgjiban finansial.

5. Bagian-bagian pengalihan hutang (Hiwalah)

Ada beberapa istilah dalam pembagian jenis hiwalah. Ditinjau dari segi
objek akad, mazhab hanafi membagi dua bentuk hiwalah, yaitu :

a. Hiwalah hag (pemintahan hak) : apabila apabila yang dipindahkan

merupakan hak menurut utang.

b. Hiwalah dain (pemindahan utang) : jika yang dipindahkan itu
kewajiban untuk membayar utang.

Ditinjau dari sisi lain hiwalah terbagi menjadi dua bagian pulayaitu :

a. Pemindahan sebagai ganti dari pembayaran utang dari pihak pertama
kepada  pihak kedua., yang disebut juga hiwalah
mugayyadah(pemindahan bersyarat)

b. Pemindahan hutang yang tidak ditegaskan sebagai ganti dari
pembayaran utang dari pihak pertama kepada pihak kedua yang
disebut hiwalah mutlagah (pemindahan mutlak).

Dalam penelitian ini, penulis membahas hiwalah daam ha pemindahan

kewajiban membayar hutang.

®K hotibul Umam, Perbankan Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016). h. 157
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6. Rukun dan Syarat Take Over (Hiwalah)
Pada sebuah perjanjian akad dalam Islam terdapat rukun dan syarat yang
menjadikan akad itu hahal menurut agama. Pada akad pengalihan hutang, rukun
dan syarat terdiri dari :
a. Rukun
1). Muhil/peminjam.
2). Muhal/pemberi pinjaman.
3). Muhal’ alaih/penerima pemindahan utang.
4). Muhal bihi/utang, dan
5). Akad

b. Syarat hiwalah menurut kompilasi hukum syariah
1). Para pihak yang melakukan akad hiwalah/pemindahan utang harus
memiliki kecakapan hukum (pasal 362).
2). Peminjam harus memberi tahu kepada pemberi pinjaman bahwa ia
akan memindahkan utangnya kepada kepada pihak lain.
3). Persetujuan pemberi pinjamanmengenal rencana peminjaman untuk
memindahkan utang adalah syarat diperbolehkannya akad
hiwal ah/pemindahan utang.
4). Akad hiwalah/pemindahan utang dapat dilakukan jika pihak
penerima  hiwalah/pemindahan utang menyetujui  keinginan
peminjaman ( pasal 363 ayat 1 g/d ayat 3).
5). Hiwalah/pemindahan utang tidak disyaratkan adanya utang dari
penerima pemindahan utang kepada pemindah utang.
6). Pemindahan utang tidak disyaratkan adanya sesuatu yang diterima
oleh pemindah utang dari pihak yang menerima pemindahan utang
sebagai hadiah atau imbalan (pasal 364 ayat 1 dan 2).°

Menurut Malik, perpindahan hutang itu mempunyai tiga Syarat:

1). Orang yang dipindahkan hutangnya itu sudah jatuh tempo.

2). Utang yang dipindahkan itu sama dengan hutang yang baru dalam
kadar dan sifatnya.

3).Hutang tersebut bukan dari pesanan.

°Dr. Mardani, Figh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012). h.268
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c. Akibat Hiwalah ( take over)
1). Pihak yang utangnya dipindahkan, wajib membayar utangnya
kepada penerima pemindahan utang.
2). Penjamin utang kehilangan haknya untuk menahan barang jaminan
(pasal 365 ayat 1 dan 2).
3). Utang pihak peminjam yang meninggal sebelum melunasi utang-
utangnya, dibayar dengan harta yang ditinggalkannya.
4). Pembayar utang kepada penerima pemindahan utang harus
didahulukan atas pihak-pihak pemberi pinjaman lainnya jika harta
yang ditinggal kan peminjam tidak mencukupi (pasal 366 ayat 1 dan 2).
5). Akad pemindahan utang yang bersyarat menjadi bata dan utang
kembali pada peminjam jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi (pasal
367).
6). Peminjam harus menjual kekayaannya jika pembayaran utang yang
dipindahkan ditetapkan dalam akad bahwa utang akan dibayar dengan
dana hasi| penjualan (pasal 368).
7). Pembayaran utang yang dipindahkan dapat dinyatakan dan
dilakukan dengan waktu yang pasti, dan dapat pula dilakukan tanpa
waktu pembayaran yang pasti (pasal 369).
8). Pihak peminjam terbebas dari kewagjiban membayar utang jika
penerima pemindahan utang dibebaskannya (pasal 370).
9). Apabilaterjadi pemindahan utang pada seseorang, kemudian orang
yang menerima pemindahan utang tersebut meninggal dunia, maka
pemindahan utang yang telah terjadi tidak dapat diwariskan (pasal
371).%°
d. Berakhirnya akad hiwalah
Para ulama figh mengemukakan bahwa akad pemindahan utang
akan berakhir apabila:

1). Salah satu pihak yang sedang melakukan pemindahan utang
membatalkan akad sebelum akad itu berlaku secara tetap, dengan
adanya pembatalan akad itu, pihak kedua kembali berhak menuntut

O1hid, h.269
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pembayaran utang kepada pihak pertama. Demikian pula pihak
pertama kepada pihak ketiga.
2). Pihak ketigamelunasi utang yang dialihkan itu kepada pihak kedua.
3). Pihak kedua wafat, sedangkan pihak ketiga merupakan ahli waris
yang mewaris harta pihak kedua.
4). Pihak kedua menghibahkan, atau menyedekahkan harta yang
merupakan utang dalam akad pemindahan utang kepada pihak ketiga.
5). Pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajibannya untuk
membayar utang yang di aihkan itu.™*

d. Skemahiwalah
Dibawah ini menampilkan sebuah skema hiwalah :

5B

Muhdl daih | v
(Bank Mandiri Syariah) [
A

4.Tagih
3.B
2. invoice ya
¥ Suplaibaran
Mubil i 9 Muhal
(supplier) - (pembeli)
Gambar 2.1
Skema hiwalah
Keterangan:

1. Muhil menyuplai barang barang kepada muhal (pembeli).

2. Setelah muhil mengirim barang kepada muhal, namun muhal
tidak mampu melakukan pembayaran, oleh karena itu muhil
menyerahkan invoice kepada muhal alaih.

3. Muhal alaih membeli tagihan dari muhil dan melaksanakan
pembayaran.

4. Muhal alaih melakukan penagihan kepada muhal yang didukung

oleh invoice dari muhil.

Ybid, h.270
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5. Hasll penagihan berasal dari muhal diserahkan kepada muhal

alaih.

7. Implementas akad hiwalah dalam praktik per bankan syariah

Meskipun dalam figh pemindahan utang secara mutlak atau hiwalah

mutlagah (pemindahan utang tanpa menyebut utang yang dimiliki sebagai ganti

rugi) dibolehkan, namun dalam dunia komersial kemungkinannya kecil

dilaksanakan mengingat tingginya resko pembiayaan. Oleh karena itu, dalam

praktik bisnis yang dilakukan pemindahan utang secara terikat atau hiwalah

mugayyadah(pemindahan utang atas utang yang dimiliki sebagai gantinya) karena

kejelasannya dan resiko yang dapat dipagari.
Akad hiwalah (take over) dalam perbankan syariah dipraktikkan dalam
beberapa produk sebagai berikut :

a

Factoring atau anjak piutang, yang mana para nasabah yang
memilikipiutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada
bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari
pihak ketiga tersebut.

Post-dated check, yang mana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa
membayarkan dulu piutang tersebut.

Bill discounting, yang mana secara prinsip bill discounting serupa
dengan hiwalah. Hanya saja bill discounting, nasabah harus membayar
fee, sedangkan dalam pembahasan fee tidak didapatkan dalam akad
hiwalah.

Adapun manfaat atau keuntungan yang diperoleh, jika kita memakai
mekanisme hiwalah adalah sebagai berikut :

a

Memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat dan
simultan.

Tersedianya talangan dana untuk dana hibah yang membutuhkan.
Dapat menjadi salah satu fee-basedincome/sumber pendapatan non-
pembiayaan bagi bank syariah.

Bagi pihak nasabah selaku klien dari bank akan mendapatkan instant
cash sehingga dapat meningkatkan cash flow perusahaannya.
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Hiwalah sebagal suatu cara untuk mendapatkan fresh money bagi pihak

klien atau nasabah juga tidak luput dari resiko, terutama dari pihak bank. Adapun

reslko yang harus diwaspadai oleh pihak bank syariah dari sebuah kontrak

hiwalah adalah adanyakecurangan nasabah dengan memberikan invoice palsu atau

wanprestas (ingkar janji) untuk memenuhi kewajiban kepada bank.

Teknios penerapan akad hiwalah sebagai produk perbankan syariah
dibidang jasa dapat berpedoman pada SEBI No.10/14/DPbS tertanggal 17 maret

2008. SEBI ini memberi ketentuan bagi hiwalah mutlagah maupun hiwalah

mugayyadah. Dalam kegiatan pelayanan jasa dalam bentuk pengalihan utang atas

dasar akad hiwalah mutlagah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :

a

Bank bertindak sebagal pihak penerima pengalihan utang atas utang
nasabah pada pihak ketiga.

Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenaikarakteristik
pemberian jasa pengalihan utang atas dasar hiwalah, serta hak dan
kewagjiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank
Indonesia mengenal transparas informasi produk bank dan
penggunaan data pribadi nasabah.

Bank wajib melakukan analisis atas rencana jasa mengalihan utang
atas dasar akad hiwalah bagi nasabah yang antara lain meliputi aspek
personal berupa analisis atas karakter dan aspek usaha antara lain
meliputi analisis kapasitas usaha,keuangan dan prospek usaha.

Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk
perjanjian tertulis berupa akad pengalihan utang atas dasar hiwalah.
Nilai pengalihan utang harus sebesar nilai nominal.

Bank menyediakan dana talangan (gardh) sebesar nilai pengalihan
utang nasabah kepada pihak ketiga.

Bank dapat memintak imbalan (ujrah) atau fee dalam batas kewajaran
kepada nasabah.

Bank dapat mengenakan biaya admistrasi dalam batas kewajaran
kepada nasabah.
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Kemudian dalam kegiayan pelayanan jasa dalam bentuk pemberian jasa
pengalihan utang atas dasar akad hiwalah mugayyadah berlaku persyaratan paling
kurang sebagai berikut :

a. Ketentuan kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pemberian jasa

pengalihan utank atas akad hiwalah mugayyadah.

b. Bank bertindak sebagai penerima pengalihan utang atas utang nasabah
kepada pihak ketiga, dimana sebelumnya bank memiliki utank kepada
nasabah.

c. Jumlah utang nasabah kepada pihak ketiga yang bisa diambil alih oleh
bank, paling besar sebanyak nilai utank bank kepada nasabah.™

8. Pengalihan Hutang (Take over) dalam Perbankan

Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan bank syariah adalah untuk
mengalihkan transaksi dalam perbankan, dalam hal ini atas permintaan nasabah,
bank syariah melakukan pengambilalihan utang nasabah dengan cara memberikan
jasa hiwalah atau dapat juga menggunakan gard,disesuaikan dengan ada tidaknya
unsur bunga dalam hutang nasabah.setelah nasabah melunasi  hutangnya,
transaksiyang terjadi adalah transaks antara nasabah dengan bank syariah.
Dengan demikian yang dimaksud dengan pembiayaan take overadaah
pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari transaks yang telah berjaan yang
dilakukan bank syariah atas permintaan nasabah.*?

Dalam  pembiayaan  berdasarkan take  owerini,bank  syariah
mengklarifikasikan utang nasabah menjadi dua macam, yakni :

a). Hutang pokok plus bunga

b). Hutang pokok sgja

12K hotibul Umam, Perbankan Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016). h. 162
BAdi Warman A. Karim, Bank islan anallisis figh dan keuangan, (Jakarta : PT.Raja Grafindo
Persada 2014) h. 248
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Dalam meangani hutang nasabah dalam bentuk hutang pokok plus bunga,

bank syariah memberikan jasa gardh karena alokasi penggunaan gardh tidak
terbatas, termasuk untuk menalangi hutang yang berbasis bunga. Sedangkan

terhadap utang nasabah yang berbentuk hutang pokok saja, bank syariah

memberikan jasa hiwalahatau pengalihan hutang karena hiwalah tidak bisa

menalangi hutang yang berbasis bunga.

Dengan demikian, dalam memberikan pembiayaan, bank syariah dapat

mengklarifikasikan pembiayaan yang digjukan nasabah dalam dua kategori, yakni

pembiayaan take over atau pembiayaan nontake over.
a. Pengertian Pengalihan Hutang (Take Over)

Pengalihan Hutang dalam perbankan sering disebut dengan Take

over, menurut kamus bahasa Inggris-Indonesia bermakna mengambil alih.

Take over adalah pengambialihan atau dalam ruang lingkup perusahaan

adalah perubahan kepentingan dalam pengendalian suatu perseroan.™

Menurut Eti Rochaety dan Ratih Tresnati, take over selain mempunyai

pengertian perubahan kepentingan dalam pengendalian suatu perseroan,
juga memiliki pengertian lain yaitu pengambilalihan sebuah perusahaan

oleh perusahaan lain.'®

Ibid, h.249

>Ahmad Antoni K. Muda, Kamus Lengkap Ekonomi, (Jakarta: Gitamedia press, 2003), h. 331.

10 Rochaety dan Ratih Tresnati, Kamus Istilah Ekonomi, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h.

231.
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Dari beberapa pendapat umum di atas mengenai take over, dapat
sedikit tergambarkan take over yang dilakukan dalam lingkup dunia usaha
(bisnis). Dalam penelitian kali ini, take over yang dimaksud peneliti adalah
take over dalam lingkup perbankan, atau disebut juga dengan pengalihan
hutang. Dalam dunia perbankan syariah istilah pengalihan hutang (take
over) telah dibahasdalam Surat Edaran Bank Indonesia dan Fatwa DSN
MUI Nomor 31 tahun 2002 tentang pengalihan hutang.

Peralihan kredit (take over) merupakan istilah yang dipakai dalam
dunia perbankan dalam hal pihak ketiga memberi kredit kepada debitur
yang bertujuan untuk melunasi hutang atau kredit debitur kepada kreditur
awal dan memberikan kredit baru kepada debitur sehingga kedudukan
pihak ketiga ini menggantikan kedududakn debitur awal. Peristiwa
pengalihan hutang ini identik dengan peristiwa subrogasi. Sesual pasal
1400 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa subrogasi adalah perpindahan
hak kreditur kepada seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur,
dapat terjadi karena persetujuan atau karena undang-undang. Peristiwa
yang terjadi pada peralihan kredit memenuhi unsur-unsur yang terdapat
dalam subrogasi. Subrogas terjadi karena pembayaran yang dilakukan
oleh pihak ketiga kepada kreditur baik secara langsung maupun secara
tidaklangsung yaitu melalui debitur yang meminjam uang dari pihak
ketiga.'’

Pengalihan huatang (take over) merupakan salah satu bentuk
pelayanan bank syariah dalam membantu masyarakat rnengalihkan
transaksi nonsyariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai
dengan syariah berdasarkan permintaan nasabah.’® Dalam hal ini, bank
syariah mengambil alih hutang nasabah di bank konvensional dengan cara
memberikan jasa hiwalah atau menggunakan gard yang disesuaikan
dengan ada tidaknyaunsur bunga dalam hutang nasabah kepada bank

konvensional.

subekti, R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata (Jakarta:
Pradnya Pramita, 2003). h. 213
¥Ahmad Antoni K Muda. Kamus LengkapEkonomi (Jakarta:Gramedia Press, 2003) h. 331
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Dalam pembiayaan berdasarkan take over, bank syariah
mengklasifikasikan hutang kepada bank konvensional menjadi dua
macam, yaitu hutang pokok plus bunga dan hutang pokok sgja. Dalam
menangani hutang nasabah berbentuk hutang pokok plus bunga, bank
syariah memberikan jasa gard (pinjaman uang). Karena aokas
pengguanaan gard tidak terbatas, termasuk untuk menalangi hutang yang
berbasis bunga maka dalampenalangan hutang ini menggunakan akad
gardh. Sedangkan yang berbentuk hutang pokok saja, bank syariah
memberikan jasa hiwalah (alih hutang piutang) karena hiwalah tidak bisa
untuk menalangi hutang yang berbasis bunga. Dengan demikian dalam
memberikan pembiayaan, bank syariah dapat mengklasifikasikan
pembiayaan yang digukan nasabah ke dalam dua kategori, yakni
pembiayaan take over atau nontake over.

Dalam proses take over, bank syariah bertindak sebagai pihak yang
akan melakukan take over terhadap kredit yang dimiliki calon nasabahnya
di bank konvensional. Bertidak sebaga wakil dari calon nasabahnya untuk
melunas sisa kredit yang terdapat di bank asal, mengambil bukti lunas,
surat adli agunan, perizinan, polis asuransi, sehingga barang (yang
dikreditkan) menjadi milik nasabah secara utuh.'® Selanjutnya, untuk
melunas hutang nasabah kepada bank syariah, maka nasabah tersebut
menjua kembali (barangyang dikreditkan) tersebut kepada bank syariah,
kemudian bank syariah akan menjual rumah tersebut lagi kepada nasabah
dengan pilihan kombinas akad yang tertera dalam fatwa DSN-
MUI/V1/2002 nomor 31 tentang pengalihan hutang seperti gardh dan
murabahah, syirkahal-milk dan murabahah, gardh dan ijarah serta gardh
dan ijarah muntahiyah bittamlik.

Apabila diperhatiakan, take over di sini dapat digolongkan sebagai
akad hiwalah muthlagah, yaitu seseorang memindahkan hutangnya kepada
pihak lain, tanpa mengaitkannya pada hutang muhal , alaih padanya.

¥ Adiwarman Karim, Bank Isam Analisis Figih dan Keuangan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
2006) h. 248.
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Hiwalah jenis ini, tidak semua ahli figh membolehkannya sebagai mana
penjelasan sebelumnya.
1.  Tujuan Pengalihan Hutang (Take Over)

Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi
kebutuhan masyarakat adalah take over. Di sini bank berusaha untuk
memfasilitas masyarakat yang ingin memindahkan transaks hutang nya
yang telah berjalan beralih ke transakas hutang yang sesuai syariah. take
over bertujuan untuk membatu mengalihkan transaksi non syariah menjadi
transaks yang sesuai syariah.

9. Dasar Hukum Pelaksanaan Pengalihan Hutang (Take Over) di

Indonesia

a. Landasan Hukum Positif Pelaksanaan Pengalihan Hutang (Take Over)

Hiwalah sebagal salah satu produk perbankan syariah dibidang jasa telah
mendapat dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dengan
diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan
syariah, take overmendapatkan dasar hukum yang lebih kokoh. Dalam pasal 19
undang-undang perbankan syariah disebutkan bahwa kegiatan usaha bank umum
syariah antara lain meliputi melakukan take over berdasarkan akad hiwalah atau
akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Produk jasa perbankan syariah berdasarkan akad hiwalah secara teknis
mendasarkan kepada PBI (Peraturan Bank Indonesia) No. 9/ 19/ PBI/ 2007
tentang Pelaksanaan Prinsp Syariah ddam Kegiatan Penghimpunan Dana dan
Penyaluran Dana Serta Pelayanan Bank Syariah sebagaimana yang telah diubah
dengan PBI No. 10/ 16/ PBI/ 2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan
pemenuhan prinsip syariah sebagamana dimaksud, antara lain dilakukan melalui
kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan antara lain akad hiwalah,
kafalah dan sharf.?°

Pengesahan UU perbankan syariah telah melahirkan secercah harapan
dalam sgjarah perbankan di Indonesia. Dengan adanya UU perbankan syariah,

29K hotibulUmam, Perbankan Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016). h.158
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eksistens perbankan syariah sebagai pelaku ekonomi nasional mendapatkan
pijakan yang lebih kuat dibanding sebelumnya. Dalam Peraturan Perundangan
yang menjadi payung hukum Perbankan di Indonesia, disebutkan bahwa semua
bank baik konvensional maupun syariah yang beroperasi di Indonesia berada di
bawah pengawasan dan pembinaan dari Bank Indonesia sebagai bank sentral,
namun semenjak tahun 2011 telah beralih tugas pengawasan Lembaga Keuangan
yang awalnya menjadipengawasan Bl beralih ke pengawasan Otoritas Jasa
Keuangan (OJK).
Lebih rinci lagi, praktik pengalihan hutang (take over) dijelaskan Dalam
Surat Edaran Bank Indonesia No.10/ 14/ DpBS Periha Prinsip Syariah dalam
KegiatanPenghimpunan Dana dan Penyaluran Dana sertaPelayanan jasa Bank
Syariah pada poin IV.2. dijelaskanlebih rinci mengenai mekanisme pemberian
jasa pengalihan hutang atas dasar akad hiwalah. Landasan hukum selanjutnya
adalah DSN MUI telah menerbitakn fatwa No. 31/ DSN-MUI/ VI/ 2008 tentang
Pengalihan Hutang. Istilah lain untuk pengalihan hutang dalam bahasa figh
dikenal dengan istilah hiwalah.
a. Konsep Pengalihan Hutang (Take Over) dalam Fatwa DSN-MUI
DSN-MUI telah menerbit menerbitkan fatwa No. 3/DSN-MUI/V1/2002
tentang pengalihan utang. Istilah lain untuk mengalihkan hutang dalam bahasa
figh dikenal dengan istilah hawalah. Substansi dari fatwa tersebut adalah sebagai
bereikut :**
1). Alternatif |
a). LKS memberikan gardh kepada nasabah. Dengan gardh tersebut
nasabah melunas kredit (utang)nya, dengan demikian aset yang dibeli
dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.
b). Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan
hasil penjualan itu nasabah melunasi gardh-nya kepada LKS.
c). LKS menjual secara murabahah aset yang telah menjadi miliknya
tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.

2K hotibul Umam, Perbankan Syariah (dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di
indonesia), (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016 ). h.158
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d). Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh dan
Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahahberlaku
pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana
dimaksud alternatif | ini.
2). Alternatif I
a). LKS membeli sebagian aset nasabah, dengan seizin LKK;
sehingga dengan demikian, terjadilah syirkah al-milk antara LKS
dan nasabah terhadap aset tersebut.
b). Bagian aset yang dibeli oleh LKS sebagaimana dimaksud angka
1 adalah bagian aset yang senilai dengan utang (sisa cicilan)
nasabah kepada LKK.
c). LKS menjual secara murabahah bagian aset yang menjadi
miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara
cicilan.
d). Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Hutang
sebagaimana dimaksud dalam alternatif 11 ini.
3). Alternatif I11
a). Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh atas
aset, nasabah dapat melakukan akad ijarah dengan LKS, sesuai
dengan fatwa DSN MUI nomor 09/DSNMUI/ 1VV/2002.
b). Apabila dipelukan, LKS dapat menalangi kewajiban nasabah
kepada LKK untuk melunasi kreditnya dengan menggunakan
prinsp prinsip al-gardh sesuai Fatwa DSN-MUI  nomor
19/DSNMUI/IV/2001
c). Akad ijarah sebagaimana dimaksud angka 1 tidak boleh
dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) pemberian talangan
sebagai mana dimaksud angka 2.
d). Besar imbalan jasaijarah sebagaimana dimakasud angka 1 tidak
boleh ditentukan berdasarkan jumlah talangan yang diberikan LKS
kepada nasabah sebagai mana dimaksudkan pada angka 2.
4). Alternatif 1V
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a). LKS memberikan akad gardh kepada nasabah. Dengan gardh
tersebut nasabah melunasi kredit (hutang) kepada LKK. Dengan
demikian aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik
nasabah secara penuh.

b). Nasabah menjual asetnya kepada LKS, dan dengan hasil
penjualan itu nasabah melunasi gardh nya kepada LKS.

c). LKS menyewakan aset yang telah menjadi miliknya tersebut
kepada nasabah dengan akad al- ljarah al-Muntahiyah bi al-
Tamlik.

d).Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/I1V/2001 tentang al-gardh dan
Fatwa DSN nomor: 27/DSN-MUI/I11/2002 tentang al-ljarah al-
Muntahiyah bi al-Tamlik berlaku pula dalam pelaksanaan
Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud dalam
alternatif 1V ini.

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia memerlukan
regulas yang berkaitan dengan kesesuaian oprasiona lembaga keuangan syariah
dengan prinsip-prinsip syariah. Persoalan muncul karena institus regulator yang
mempunyai otoritas mengatur dan mengawas lembaga keuangan syariah, yaitu
Bank Indonesia (BI) yang kemudian sekarang ini beralih ke OJK (Otoritas Jasa
Keuangan) dan kementerian keuangan tidak dapat melaksanakan otoritasnya
secara penuh di bidang syariah, maka munculah gagasan untuk dibentuknya
Dewan Syariah Nasional.

DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural
berada dibawah MUI dan bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan
dengan ekonomi syariah. Baik masalah ekonomi syariah yang berhubungan
langsung dengan lembaga keuangan syariah ataupun lainnya. Pada prinsipnya,
pendirian DSN dimaksudkan sebagai usaha untuk efisiensi dan koordinasi para
ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan
keuangan. Selain itu DSN diharapkan dapat berperan sebagai pengawas, pengarah
dan pendorong penerapan nilai-nilai prinsip agaran Isam dalam kehidupan

ekonomi.

2|hid, h.159
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Keberadaan DSN beserta produk hukumnya mendapat legitimasi dari Bl

yang merupakan lembaga negara pemegang otoritas di bidang perbankan pada
saat itu. Legitimas tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank
Indonesia Nomor 32/34/1999. Pada pasal 31 dinyatakan: “untuk melaksanakan
kegiatan-kegiatan usahanya, bank umum syariah diwagjibkan memperhatikan
fatwa DSN”. Lebih lanjut, dalam Surat Keputusan tersebut juga dinyatakan:
“demikian pula dalam hal bank akan melakukan kegiatan sebagaimana
dimaksudkan dalam Pasal 28 dan Pasal 29, jika ternyata kegiata usaha yang
dimaksudkan belum difatwakan oleh DSN, maka wajib meminta persetujuan DSN
sebelum melakukan usaha kegiatan tersebut”.

Adapun mekanisme kerja dewan syariah nasional adalah sebagai berikut :
DSN mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana
Harian DSN

DSN melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau
bilamana diperlukan.

Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan
tahunan (annual report) bahwa lembaga keuangan syariah yang
bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesual
dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.

Mekanisme penyerapan fatwa DSN sebagal regulas lembaga keuangan

syariah, diatur dalam Pasal 26 UUPS No. 21 Tahun 2008 yaitu :

1

Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasa
21, dan/atau produk jasa syariah wajib tunduk pada Prinsip Syariah.
Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh
Majelis Ulama Indonesia.

Fatwa sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank
Indonesia.

Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana
dimaksud ayat (2), Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah.
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5. Ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara pembentukan, keanggotaan dan
tugas komite perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.®
Terkait dengan salah satu produk jasa di bank syariah yaitu pengalihan

hutang (take over) sebagaimana gambaran umum lembaga DSN MUI yang telah
dijelaskan di atas, DSN MUI telah mengeluarkan fatwa tentang transaks
pengalihan hutang (Take over) yang diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 31
tahun 2002 tentang pengalihan hutang.

Ketentuan umum dalam fatwa nomor 31 tahun 2002, yang dimaksud
dengan pengalihan hutang adalah pemindahan hutang nasabah dari bank
konvensional beralih ke bank syariah. Dalam ketentuan umum ini dikenal juga al-
gardh adalah akad pinjaman dari LKS (Lembaga Keuangan Syariah) kepada
nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman
yang diterimanya kepada LKS pada waktunya dan dengan cara pengembalian
yang telah disepakati. Yang dimaksud nasabah adalah calon nasabah LKS yang
mempunyai kredit (hutang) kepada Lembaga Keuangan Konvensional (LKK)
untuk pembelian aset, yang ingin mengalihkan hutangnya ke LKS. Aset adalah
aset nasabah yang dibelinya melalui kredit (hutang) kepada LKK dan belum lunas
pembayaran kreditnya.**

Peraturan Bank Indonesia (PBI) adalah peraturan yang dikeluarkan oleh
Bank Indonesia untuk mengawas dan membina semua bank yang berbadan
hukum di Indonesia atau beroperasi di Indonesia. Dalam hierarki hukum nasional
yang terdiri dari UUD, UU, Perpu, PP, Perpres dan perda. PBI tidak disebutkan
secara gamblang dalam status hierarki  hukum  Indonesia  seperti
perundangundangan di atas, namun dalam pasal 7 ayat (4) UU No. 10 tahun 2004
ditegaskan bahwa peraturan yang dikeluarkan lembaga lain seperti Bank
Indonesia yang bersifat mengatur mempunyai kekuatan hukum selama
diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini oleh UUD,
UU, Perpu, dan Perpres. Dengan begitu, peraturan lembaga negara seperti PBI,

25M. Ichwan Sam dkk. Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Dewan Syariah NAsional MUI). h. 5.
2,
Ibid h. 180.
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tidak boleh berdiri sendiri, melainkan harus merujuk atau melaksanakan perintah
dari salah ssatu hierarki hukum di atas.

Pelaksanaan Pengaliah hutang sebagai salah satu produk jasa dan layanan
bank syariah diatur ketentuan pelaksanaanya dalam Surat Edaran Bank Indonesia
(SEBI) No 14/ 14/ DpBS. Di amna sehubungan dengan diterbitkanya Peraturan
Bank Indonesa nomor9/19/PBI1/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang
pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran
dana serta pelayanan jasa bank syariah (lembaran negara republik Indonesia tahun
2007 No. 165, tambahan lebaran negara republik Indonesia no. 4793), perlu diatur
ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia dengan pokok ketentuan

sebagaimana terlampir.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan proposal ini peneliti menggali informasi dari penelitian-
penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan
maupun kelebihan yang sudah ada. Untuk menghindari duplikasi, mengenai
masalah take over di perbankan telah diteliti, hanya sgja berbeda kasus dan obyek
status hukum. Oleh karena itu penulis sertakan beberapa judul penelitian yang ada
relevansinya dengan penelitian ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
No Namé. Judul Penelitian | Metode Kesimpulan
Peneliti

1 | Juwita Analisis Kinerja | Kualitatif Akad yang digunakan
Anggaraini | Pembiayaan Take BTN Syariah adalah
dan Siti | Over pada BTN menggunakan akad
Mardiah. Syariah di Tahun Hiwalah dan

2014-2015. Murabahah. Penerapan
PBI nol7/10/PBI1/2015
pada pembiayaan take
over memiliki

pengaruh yang
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signifikan baik secara
kualitas maupun
kuantitas pembiayaan
yaitu adanya
penambahan  jumlah
pembiayaan di tahun
2015 serta adanya

perbaikan nilai NPF.%

2 Feronica Y.

Yangin.

Analiss Hukum
Pegalihan Piutang
(Cessie) Kepada
Pihak Ketiga
Menurut Pasal
613 KUHP
Hukum Perdata.

Kualitatif

pada
piutang

pengalihan
proses
pengalihan piutang
(cessie)
yang
KUHP

nyata

sebagaimana
diatur dalam
tidak secara
disebutkan.
Sehubungan dengan hal
tersebut maka adanya
suatu perjanjian
tertulis, baik itu berupa
akta otentik maupun
akta di bawah tangan,
adalah

sesuatu yang mutlak

merupakan

untuk  dipenuhi  di
dalam melakukan
pengalihan piutang atas

nama.?®

3 Joseph

Mekanisme

yuridis

Hasi| dari penelitian ini

2 Juwita anggarini dan siti mardiyah, “Analisis Kinerja Pembiyaan Take Over pada BTN Syariah

di Tahun 2014-2015" .I-Finance, Vol. 2 No. 1 (Juli 2016), h. 108.

*®Feronica Y. Yangin, “analisis hukum pegalihan piutang (Cessi€) kepada pihak ketiga menurut
pasal 613 KUHP hukum perdata. Lex Privatum, Vol. 4 No. 5 (Juni 2016), h. 87
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Cristianto. | Peralihan Kredit
(Take Over) pada
PT. Bank
Mayapada

Internasional Thk.
Mayapada Mitra
Usaha Unit

Gemolong.

empiris

selain mengkaji
mengenai  mekanisme
peralihan kredit (take
over) dan  akibat
hukumnya dari proses
take over yaitu
berakhirnya perjanjian
antara debitur dengan
bank awal dan lahir
perjanjian kredit baru
antara pihak PT. Bank
Mayapada

Internasional Tbk
Mayapada Mitra Usaha
Unit Gemolong dengan
pihak debitur sehingga
Hak Tanggungan lama
akan hapus karena sifat
accesoir yang

dimilikinya.®’

Dari tabel Penelitian Terdahulu Di atas terdapat persamaan dan Perbedaan

dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu :

1. Persamaan

Penelitian yang dilakukan Juwita Anggaraini dan Siti Mardiah

memiliki persamaan penelitian yang akan penulis teliti bahwa sama-

sama menggunakan metode kualitatif, serta sama-sama membahas

tentang akibat hukum dari pel aksanaan take over.

2. Perbedaan

?’ Joseph Christiano, Mekanisme Peralihan Kredit (Take Over) pada PT. Bank Mayapada
Internasional Thk. Mayapada Mitra Usaha Unit Gemolong. Maters thesis.
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Perbedaanpenendlitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis
lakukan adalah perbedaan dari lokasi penelitian dan tahun
pel aksanaan penelitian.



BAB I11
METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Sesual dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka sifat penelitian
ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu analisis data yang berdasarkan pada teori
hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat
datayang lain.”®

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Fokusnya adalah
penggambaran secara menyeluruh tentang bentuk, fungsi, dan makna sebuah
aturan. Hal ini sgjalan dengan pendapat Bogdan dan Taylor yang menyatakan
“metodologi kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang
dapat diamati. Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena
merupakan pendlitian yang tidak mengadakan perhitungan.?®

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa pendekatan kualitatif yang menggunakan
data lisan suatu bahasa memerlukan informan. Pendekatan yang melibatkan
masyarakat ini diarahkan pada latar dan individu yang bersangkutan secara
holistik sebagali bagian dari satu kesatuan yang utuh. Oleh karena itu, dalam
penelitian bahasa jumlah informan tidak ditentukan jumlahnya. Dengan kata lain,
jumlah informannya ditentukan sesuai dengan keperluan penelitian.

Alasan menggunakan hukum normatif empiris karena penditian ini
peneliti membutuhkan data-data empiris sebagi pelengkap terhadap penelitian
yang sedang dilalakukan. Selain itu juga menelaah bahan-bahan hukum sebagai

bahan penelitian hukum normatif empiris.

B. Lokas dan waktu penelitian
Lokas dan waktu penelitian adalah suatu waktu dan wilayah yang dijadikan
sebagai objek penelitian.

1. Lokas Penelitian

28Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, him.
38.

2°gugiyono, Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta 2009) h. 207.
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Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri KCP Medan Pulo
Brayan yang beralokas di komp.Medan Glugur Brayan. Lokas tersebut
dipilih karena memiliki semua aspek pendukung agar penelitian ini
berjalan dengan baik.
Waktu Penelitian
Penelitian ini di awali dengan pengaamatan sebagai persiapan samapai ke
tahap akhir yaitu pelaporan hasil penelitian dengan waktu penelitian yang
di mula dari Desember 2018 sampai selesai.

Tabel 3.1

Pelaksanaan Waktu Penelitian

No

Bulan/Minggu

Proses 2018 2019

Penelitian November | Desember | Januari Februari Maret

112/3/4/1/2/3/4/|1/2[3/4/1/2/3/4/1 234

Pengajuan
Judul

Penyusunan
Proposal

Bimbingan
Proposal

Seminar
Proposal

Pengumpulan
Data

Bimbingan

Skrips

Sidang
Skrips

C. Kehadiran Pendliti

Kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif menurut Miles

dan Huberman adalah suatu yang mutlak, karena penditi bertindak sebagal
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instrumen penelitian sekaligus pengumpul data. Keuntungan yang didapat dari
kehadiran peneliti sebagai instrumen adalah subjek Iebih tanggap akan kehadiran
peneliti, peneliti dapat menyesuaikan diri dengan setting penelitian, keputusan
yang berhubungan dengan penelitian dapat diambil dengan cara cepat dan terarah,
demikian juga dengan informasi dapat diperoleh melalui skap dan cara informan
dalam memberikan informasi.

Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungs menetapkan fokus
penelitian, memilih informan sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai
kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesmpulan atas
temuannya.®® Menurut Nasution, kehadiran peneliti sebagai instrumen penelitian
seras untuk penelitian kualitataif itu sendiri karena memiliki ciri-ciri sebagai
berikut:

1. Peneliti sebagal instrumen dapat bereaks terhadap segala stimulus
dari lingkungan yang harus diperkirakan bermakna atau tidak bagi
penelitian.

2. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek
keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus.

3. Tiap situas merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrument yang
dapat menangkap keseluruhan situasi kecuali manusia.

4. Suatu situas yang melibatkan interaks manusia, tidak dapat dipahami
dengan pengetahuan semata, namun perlu sering merasakannya,
menyel aminya berdasarkan pengetahuan kita.

5. Hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan
berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan
segera sebagal balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan,

perbaikan atau perelakan.®

D. Tahapan Penelitian
Tahapan penelitian merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam
sebuah penelitian, tahapan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu :

%95ugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : 2011) h.306
% Ibid h. 307
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1. Penggjuan permohonan izin kepada pihak Bank untuk melakukan
penelitian.

2. Pengumpulan data.

3. Analisisdan penelitian.

4. Kesmpulan.

E. Data Dan Sumber Data
1. Data
Dataadalah catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak
dari datum, berasa dari bahasa Latinyang berarti "sesuatu yang
diberikan". Dalam penggunaan sehari-hari data berarti suatu pernyataan
yang diterima secara apa adanya. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran
atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-
kata, atau citra.** Jenis data dalam penelitian ini yakni data kualitatif yang
disgjikan dalam bentuk kata verbal dan bukan dalam bentuk angka, data
kualitatif dalam penelitian ini yaitu :
a. DataPrimer
Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber adli
data tersebut memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian
sebagai bahan informasi yang dicari.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data-data yang menjadi bahan penunjang
yang melengkapi dalam suatu analisis, selanjutnya data ini disebut
juga data tidak langsung.
2. Sumber Data
a. Sumber data primer
Sumber data primer adalah sumber yang dapat memberikan
informasi  secara langsung, serta sumber dalam ha ini
pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan
Siapa sumber utama yang akan dijadikan objek pendlitian. Dengan

demikian, data primer dalam penelitian ini adalah data yang

*nttps//id.wikipedia.org/wiki/Data
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bersumber dari hasil wawancarayang diperoleh langsung dari objek
penelitian yaitu pada Bank Syariah Mandiri KCP Medan Pulo
Brayan.
c. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu dari dokumen-
dokumen yang berkenaan dengan pengalihan hutang (take over),
yang berasal dari buku yang relevan dengan pembahasan, serta
sumber yang lain berupa hasil laporan penelitian yang mash ada
hubungannya dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap yang
dapat dikorelasikan dengan data primer. Data sekunder dalam
penelitian ini adalah data yang bersumber dari artikel, internet,
buku serta dari sumber lainnya yang menyangkut tentang
pengalihan hutang (take over) yang terjadi pada Bank Syariah
Mandiri.

F. Teknik Pengumpulan Data
1. Observas
Observas adalah alat pengumpulan data, metode ini menggunakan
pengamatan atau menginderakan langsung terhadap suatu benda, kondisi,
Situasi, proses atau perilaku.® Dalam hal ini penulis secara langsung
datang ke lokas penelitian untuk memperoleh data serta informas
mengenai transaksi pengalihan hutang (take over) yang dilakukan oleh
Bank Syariah Mandiri KCP Medan Pulo Brayan.
2. Wawancara
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila
peneliti  ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan
permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin
mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. ** Adapun
wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu

peneliti membawa pedoman wawancara yang merupakan garis besar

% Sanapiah Faisal, Format-format Penelitian Sosial, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.
52
%4Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 137
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tentang hal-hal yang ditanyakan, namun tidak menutup kemungkinan
untuk mengajukan pertanyaan di luar pedoman yang sudah disiapkan.
Wawancara ini peneliti dapat mengetahui lebih lanjut mengenai
informasi yang sesungguhnya tidak tampak jika hanya dilakukan dengan
observas semata, dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai staff
dibagian pengalihan hutang (take over) yang ikut berperan dalam
pelaksanaan transaks pengalihan hutang (take over) di Bank Syariah
Mandiri KCP Medan Pulo Brayan yang berjumlah 2 orang staff dan 1

orang manager bagian marketing.

G. Teknik Analiss Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul selanjutnya data tersebut dianalisa
dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Yang dimaksud dengan
deskriptif kualitatif adalah menguraikan hasil penelitian secararinci apa adanya.®
Dengan demikian akan terlihat kesesuaian ideal dalam teori dengan kenyataan di
lapangan (penelitian) selanjutnya dengan diketahui adanya perbedaan-perbedaan
tersebut dijadikan landasan dalam melakukan analisa, dan tahap akhir dalam
penelitian ini adalah menarik kesimpulan dimana penulis menggunakan cara
berfikir deduktif, yaitu: “Menarik suatu kesmpulan yang bertitik tolak dari

pengetahuan yang umum digunakan untuk menilai suatu kejadian yang khusus’.

H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Demi terjaminnya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan
keabsahan data. Data yang salah akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang
salah, demikian pula sebaiknya, data yang sah akan menghasilkan kesimpulan
hasil penelitian yang benar. Alwasilah menjelaskan bahwa “tantangan bagi segala
jenis penditian pada akhirnya adalah terwujudnya produks ilmu pengetahuan
yang valid, sahih, benar dan beretika’.

35Djarwanto, Pokok-Pokok Metode Riset Dan Bimbingan Tehnis Penulisan Skripsi, (Y ogyakarta:
Liberty,1984), h. 9.
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Kebenaran atau validitas harus dirasakan merupakan tuntutan yang terdiri
dari tiga hal menurut Alwasilah yakni:

1. Deskriptif.

2. Interpretas

3. teori dalam pendlitian kualitatif.

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaaan.
Pelaksanaan teknik pemeriksaaan data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu.
Menurut Bachri ada 4 (empat), yaitu:

1. Dergat kepercayaan (credibility) Pada dasarnya menggantikan konsep
validitas internal dari non kualitatif. Fungsinya untuk melaksanakan
inkuiri sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan
mempertunujukan dergjat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan
pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

2. Keteralihan (transferability)

3. Kebergantungan (dependabiliy) Merupakan substitus istilah redlibilitas
dalam penelitian non kualitatif, yaitu bila ditiadakan dua atau bebrapa kali
pengulangan dalam kondisi yang sama dan hasiinya secara esensial sama.
Sedangkan dalam penelitian kualitatif sangat sulit mencari kondis yang
benar-benar sama. Selain itu karena faktor manusia sebagai instrumen,
faktor kelelahan dan kejenuhan akan berpengaruh.

4. Kepastian (confirmability) Pada penelitian kualitatif kriteria kepastian atau
objektivitas hendaknya harus menekankan pada datanya bukan pada orang
atau banyak orang.

Selain itu, dalam keabsahan data ini juga dilakukan proses triangulasi.
Menurut Norman K. Denkin triangulasi meliputi empat hal, yaitu Triangulas
Metide, Triangulas antar-pendliti, Triangulas Sember dan Triangulasi teori.

Akan tetapi dalam pendlitian ini untuk memeriksa keabsahan temuan,
penulis memilih keabsahan data dengan pendekatan triangulasi sumber untuk
mengungkap dan menganalisis masalah-masalah yang dijadikan obyek penelitian.
Dengan demikian analisis data menggunakan metode triangulation
observers.Yang mana penulis menggali kebenaran informai tertentu melaui
berbagai metode dan sumber perolehan data yakni melalui wawancara dan
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observas. Pendliti juga menggunakan observas terlibat (participant obervation),
dokumen tertulis, arsif, dokumen segjarah, catatan resmi, catatan atau
tulisan pribadi. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data
yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) yang
berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbaga pandangan itu akan

mel ahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskrips Penelitian
1. Gambaran Umum Perusahaan

a. Sgjarah Bank Syariah di Indonesia

Dalam sgjarah perbankan Islam di Indonesia, pendirian bank syariah sangat
erat kaitannya dengan proses politik. Ide bank Isam pada tahun 1990an paling
tidak dilihat kaitannya dengan konsep Negara Iam dan Piagam Jakarta, karena
pendirian bank Isdlam adalah bagian dari ide sistem ekonomi Islam sebagai
alternatif terhadap sistem ekonomi konvensional yang merupakan bagian dari
paham fundamentalisme. Karena itu para ahli bank syariah mencari argumen agar
usul pendirian Bank Islam dapat disetujui. Alasan pertama, bank syariah akan
berfungs menampung dana para penabung yang tidak mau menyimpan uangnya
di bank konvensional yang memakai sistem bunga yang dianggap sebagai riba
yang haram. Kedua, bank Islam punya pangsa pasar tersendiri.

Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan Bank Syariah kepada
masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah
dikumpulkan oleh Bank Syariah dari masyarakat yang surplus dana.* Di dalam
melakukan pembiayaan kepada masyarakat ada 2 (dua) instrumen penting yang
dipergunakan oleh Bank Syariah, yaitu musyarakah dan mudharabah.
Mudharabah, merupakan suatu bentuk organisas yang didalamnya seorang
pengusaha menyediakan mangjemen tetapi dananya dari pihak lain, berbagi
keuntungan dengan penyandang dana dalam suatu perjanjian yang disepakati.
Musyarakah (dari kata arabsyirkah atau syirikah) berarti kemitraan dalam
suatuusaha, dan dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk kemitraan di mana dua
orang atau lebih menggabungkan modal atau kerja mereka, untuk berbagi

keuntungan, menikmati hak-hak dan tanggung jawab yang sama.*’

% Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah,
CetakanKedua Edisi Revisi, Ull Press, Yogyakarta, 2004, him. 7.

%7 LatifaM. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, Perbankan Syariah, Prinsip, Praktik, Prospek, PT.
Serambi [Imu Semesta, Jakarta, 2001.him 69.

37



38

Pengikatan pembiayaan dilakukan dalam suatu perjanjian antara bank dan
debitur. Suatu perjanjian adalah semata-mata untuk suatu persetujuan yang diakui
oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok di dalam dunia
usaha dan menjadi dasar bagi kebanyakan transaks dagang seperti jual beli
barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan
organisasi usaha dan termasuk juga menyangkut tenaga kerja.*®

Konsep bank syariah ternyata memerlukan perjuangan politik guna
mendapat persetujuan dari penguasa saat itu. Hanya sgja saat itu perjuangan
politik tidak dilakukan dengan demonstrasi ataupun aks protes, melainkan
denganlobi-lobi. Kemudian berkat perjuangan kaum professional dan
cendikiawan, maka timbul amandemen yang melahirkan UU No.10 Tahun 1992
yang mengandung ketentuan tentang bolehnya bank beroperasi dengan sistem
bagi hasil. Lalu setelahitu muncul lagi UU No0.7/1998 yang memuat ketentuan
yang lebih rinci tentangperbankan syariah. UU ini mengawali era baru dalam
perbankan syariah dilndonesia. Sejumlah bank tersebut mulai memberikan
pelatihan perbankan syariah bagi para stafnya.

Sebagian bank tersebut ingin menjgjaki membuka divis ataucabang
syariah dalam institusinya, dan sebagian lain bahkan berencana mengkonvers diri
sepenuhnya menjadi bank syariah yang ditandai dengantumbuh pesatnya cabang-
cabang Bank Muamalat Indonesia dan lahirnya bank-bank syariah baru atau
cabang syariah pada bank umum. Lalu, bank BUMN punikut berpartisipas
dengan berdirinya Bank Syariah Mandiri dan cabang syariah Bank Negara
Indonesia (BNI).

Pengertian Bank syariah mandiri Bank syariah adalah bank yang
beroperas sesual dengan prinsip-prinsip syariah Iam, maksudnya adalah bank
yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah 1slam, khususnya
yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.

Berdasarkan Undang-undang No.10 tahun 1998 Bank Syariah adalah Bank
yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Falsafah dasar
beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya adal ah

% Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perjanjian, PT. Citra Aditya Abadi, Bandung, 1992, him. 93.
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efesiens, keadilan, dan kebersamaan. Efisens mengacu pada prinsip saing
membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin.

Kegiatan bank syariah dalam hal penentuan harga produknya sangat
berbeda dengan bank konvensional. Penentuan harga bagi bank syariah
didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai
dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar
kecilnya pors bagi hasil yang akan diterima penyimpan. Berikut ini prinsip-
prinsip yang berlaku pada bank syariah:

1). Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah).

2). Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah).

3). Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah).

4). Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan

(ijarah).

5). Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak

bank oleh pihak lain (ijarah waiqtina).

Dalam rangka menjalankan kegiatannya, bank syariah harus berlandaskan
pada Alguran dan hadis. Bank syariah mengharamkan penggunaan harga
produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank syariah, bunga bank adalah riba.

Dalam perkembangannya kehadiran bank syariah ternyata tidak hanya
dilakukan oleh masyarakat muslim, akan tetapi juga masyarakat nonmuslim. Saat
ini bank syariah sudah tersebar di berbagai negara-negara muslim dan nonmuslim,
baik di Benua Amerika, Australia, dan Eropa. Bahkan banyak perusahaan dunia
yang telah membuka cabang berdasarkan prinsip syariah. Contoh Bank Syariah di
Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri.*

b. Sgjarah Bank Syariah Mandiri
Hari Senin tangga 25 Raab 1420 H atau tanggal 1 November
1999merupakan hari pertama beroperasinya PT Bank Syariah Mandiri. Kelahiran
BankSyariah Mandiri merupakan hasil usaha bersama dari para perintis bank
syariah diPT Bank Syariah Susila Bakti dan Manajemen PT Bank Mandiri yang

% nttps://forum.teropong.id/2017/08/07/pengertian-bank-syariah-prinsip-tujuan-serta-fungsi-dan-
falsafah-operasional-bank-syariah/
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memandang pentingnya kehadiran bank syariah di lingkungan PT Bank
Mandiri(Persero). PT Bank Susila Bakti yang dimiliki oleh Yayasan
Kesgjahteraan Pegawai(Y KP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestas
berupaya keluar darikrisis 1997 — 1999 dengan berbagai cara. Mulai dari langkah
menuju mergersampal pada akhirnya memilih konvers menjadi bank syariah
dengan suntikan modal dari pemilik.

Dengan terjadinya merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank
BumiDaya, Bank Exim dan Bapindo) ke dalam PT Bank Mandiri (Persero) pada
tanggal 31 Juli 1999, rencana perubahan PT Bank Susila Bakti menjadi
bankSyariah (dengan nama Bank Syariah Sakinah) diambil alih oleh PT Bank
Mandiri(Persero).Langkah awal yang dilakukan adalah dengan merubah
Anggaran Dasar tentang nama PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah
Sakinah berdasarkan Akta Notaris: Ny. Machrani M.S. SH, No29 pada tanggal 19
Mei1999. Kemudian melalui Akta No.23 tanggal 8 September 1999 Notaris:
Sutjipto,SH nama PT Bank Syariah Sakinah Mandiri dirubah menjadi PT Bank
Syariah Mandiri.

Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan
Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP. BI/1999 telah memberikan ijin
perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan
prinsip syariah kepada PT Bank Susila Bakti. Selanjutnya degan Surat
KeputusanDeputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999
tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia telah menyetujui perubahan nama PT
Bank SusilaBakti menjadi PT Bank Syariah Mandiri.

PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) hadir sebaga bank yang
mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi
operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang
menjadi salah satu keunggulan PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai
aternatif jasa perbankan di Indonesia. Pada tahun 2003, PT. Bank Syariah
Mandiri memperoleh predikat sebagai bank syariah terbaik dari majalah info.

Bank Syariah Mandiri sebagai salah satu bank swasta di Indonesia juga
menerapkan prinsip yang sama di dalam menarik calon nasabahnya yaitu melalui
cara peralihan pembiayaan atau take over pembiayaan dengan membujuk calon
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nasabahnya yang menjadi nasabah bank lain dengan predikat lancar dalam
pembayaran pembiayaan untuk menjadi nasabah dari Bank Syariah Mandiri
tersebut. Pembiayaan di dalam bank syariah dilakukan dengan prinsip kerjasama
melalui sistem berbagi keuntungan, sehingga nasabah tidak dibebankan bunga
kredit sebagaimana pada bank umum. Bagi sebagian nasabah, sistem berbagi
keuntungan lebih memudahkan dalam mengembangkan usahanya, sehingga lebih
menarik bagi mereka dan menjadi alasan untuk melakukan take over pembiayaan.
Dengan demikian, take over pada Bank Syariah Mandiri pada umumnya terjadi
karena sistem syariah yang digunakan di Bank Syariah Mandiri bagi hasilnya
tetap tidak mengikuti suku bunga. Terjadinya take over ini juga lebih condong
kepada aspek bisnis, yaitu persaingan mencari nasabah.

Banyak masyarakat yang berminat serta menggunakan produk dan jasa
Bank Syariah Mandiri (BSM), hal ini dapat dilihat dari banyaknya didirikan
kantor-kantor Bank Syariah Mandiri (BSM) baik itu kantor cabang, kantor cabang
pembantu dan kantor kas untuk memenuhi permintaan masyarakat Indonesia
dalam penggunaan jasa Bank Syariah Mandiri (BSM). Salah satunya didirikan
Bank Syariah Mandiri KCP Medan Pulo Brayan yang berlokas di J. Kl. Yos
Sudarso Kompleks Ruko Mega Glugur (Depan Dharmawangsa) No. 3-4 Medan,
Kel. Glugur Darat I, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara.

c. Prinsip Bank Syariah

Pada dasarnya prinsip bank syariah menghendaki semua dana yang
diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integritas tinggi dan
sangat hati-hati.

1). Shiddig, memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan

dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini

pengelolaan diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang

meragukan (subhat) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram).

2). Tabligh, secara berkesinambungan melakukan sosialisas dan

mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa

perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya

mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus
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mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa
perbankan syariah.

3). Amanah, menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran
dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (shahibul maal)
sehingga timbul rasa saling percaya antara pemilik dana dan pihak
pengelola danainvestas (mudharib).

4). Fathanah, memastikan bahwa pegelolaan bank dilakukan secara
profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum
dalam tingkat resiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk di dalamnya
adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatn dan kesantunan (ri’ ayah)
serta penuh rasa tanggung jawab (mas uliyah)

d. Tujuan pendirian PT. Bank Syariah Mandiri

Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba.
Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu
tantangan yang dihadapi dunia Ilam dewasa ini. Suatu hal yang sangat
menggembirakan bahwa belakangan ini para ekonom Muslim telah mencurahkan
perhatian besar, guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam
transaksi perbankan dan membangun model teori ekonomi yang bebas dan
pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokas dan distribus pendapatan.
Oleh karena itu, maka mekanisme perbankan bebas bunga yang biasa disebut
dengan bank syariah didirikan. Tujuan perbankan syariah didirikan dikarenakan
pengambilan riba dalam transaks keuangan maupun non keuangan (QS. Al-
Bagarah 2 : 275). Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan
usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan

bunga.

e. Fungs Bank Syariah Mandiri
Berbicara mengenai fungsi bank syariah, Bank syariah memiliki tiga
fungs utama yaitu fungs bank syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk titipan dan investasi, fungs bank syariah untuk menyalurkan dana
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kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga fungs bank
syariah untuk memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.
1). Fungs Bank Syariah untuk Menghimpun Dana M asyar akat

Fungs bank syariah yang pertama adalah menghimpun dana dari
masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah mengumpulkan atau menghimpun
dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad al-wadiah
dan dalam bentuk investas dengan menggunakan akad a-mudharabah.

Al-wadiah adalah akad antara pihak pertama (masyarakat) dengan pihak
kedua (bank), dimana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank dan pihak
kedua, bank merima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama
dalam transaks yang diperbolehkan dalam isam. Al-mudarahbah merupakan
akad antara pihak pertama yang memiliki dana kemudian menginvestasikan
dananya kepada pihak lain yang mana dapat memanfaatkan dana yang
investasikan dengan tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariat islam.

2). Fungs Bank Syariah sebagai Penyalur Dana Kepada M asyar akat

Fungs bank syariah yang kedua iaah menyalurkan dana kepada
masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari
bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang
berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank
syariah. Dalam ha ini bank syariah akan memperoleh return atas dana yang
disalurkan. Return atau pendapatan yang diperoleh bank syariah atas penyaluran
danaini tergantung pada akadnya.

Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan
bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau kerja
sama usaha. Dalamakad jual beli, maka return yang diperoleh bank atas
penyaluran dananya adalah dalam bentuk margin keuntungan. Margin
keuntukngan merupakan selish antara harga jual kepada nasabah dan harga beli
bank. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah
yang menggunakan akad kerja sama usaha adalah bagi hasl.

3). Fungs Bank Syariah memberikan Pelayanan Jasa Bank

Fungs bank syariah disamping menghimpun dana dan menyalurkan dana
kepada masyarakat, bank syariah memberikan pelayanan jasa perbankan kepada
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nasabahnya. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi
kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada
nasabah merupakan fungs bank syariah yang ketiga. Berbagai jenis produk
pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman
uang (transfer), pemindahbukuan, penagihan surat berharga dan lain sebagainya.
Aktivitas pelayanan jasa merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank
syariah untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari fee atas
pelayanan jasa bank. Beberapa bank berusaha untuk meningkatkan teknologi
informasi agar dapat memberikan pelayanan jasa yang memuaskan nasabah.
Pelayanan yang dapat memuaskan nasabah ialah pelayanan jasa yang cepat dan
akurat. Harapan nasabah dalam pelayanan jasa bank ialah kecepatan dan
keakuratannya. Bank syariah berlomba-lomba untuk berinovas dalam
meningkatkan kualitas produk layanan jasanya. Dengan pelayanan jasa tersebut,

maka bank syariah mendapat imbalan berupa fee yang disebut fee based income.

f. Profil Perusahaan Bank Syariah Mandiri
Per Desember 2017 Bank Syariah Mandiri memiliki 737 kantor layanan di
seluruh Indonesia, dengan rincian 136 kantor cabang (KC). 493 kantor cabang
pembantu (KCP). 58 kantor kas (KK). 6 syariah counter layanan (KLS), 127
payment point (PP)nasional dan dengan akses lebih dari 196.000 jaringan ATM.
1) Vis Bank Syariah Mandiri
Menjadi Bank syariah terdepan dan modern (The Leading and Modern
Sharia Bank).

Adapun makna dari vis tersebut yaitu:

a) Bank Syariah Terdepan : Menjadi bank syariah yang selalu unggul di
antara pelaku industri perbankan syariah di indonesia pada segmen
consumer, micro, SME, commercial dan corporate.

b) Bank Syariah Modern : Menjadi bank syariah dengan sistem syariah dan
teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

2) Mis Bank Syariah Mandiri

a) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri

yang berkesinambungan.
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b) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang
melampaui harapan nasabah.

c) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan
pada segmen ritel.

d) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.

€e) Mengembangkan mang emen talenta dan lingkungan kerja yang sehat

f) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

mandiri
Syarian

Gambar 4.1 Logo PT Bank Syariah Mandiri

Logo baru Bank Syariah Mandiri tetap diambil dari pemilik saham
terbesar perusahaan tersebut yakni PT. Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbhk. Logo
baru Bank Syariah Mandiri (tanpa kata bank) segjalan dengan kebijaksanaan Bank
Indonesia ke depan yang mengizinkan bank untuk menjual produk-produk non
bank seperti reksadana, bank insurance dan lain-lain.

Bentuk logo Bank Syariah Mandiri dengan huruf kecil melambangkan
skap ramah dan renda hati terhadap semua segmen bisnis yang dimasuki,
menunjukkan keinginan yang besar untuk melayani dengan rendah hati (costumer
focus). Warna huruf hijau tua melambangkan kesuburan, pengembangan dan
pertumbuhan sekaligus melambangkan nilai-nilai agama. Warna hijau tuaini juga
melambangkan warisan luhur, stabilitas (command, memimpin), serius (respect),
tahan uji (reliable), dasar pondasi yang kuat, berhubungan dengan kesetiaan, hal
yang dapat dipercaya, kehormatan yang tinggi (trust, integrity) serta sebagai
simbol dari spesialis (profesionalisme).

Gelombang emas cair sebagai ssimbol dari kekayaan financial di Asia
Lengkungan emas sebagal metamorfosa dari sifat agile, progresif, pandangan ke
depan (excellent), fleksibilitas serta ketangguhan atas segala kemungkinan yang
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akan datang. Sedangkan untuk warna kuning emas menunjukkan keagungan,
kemuliaan, kemakmuran dan kekayaan.

Simbol ini menjadikan kita merasa tglam perhatiannya (warna yang
menarik perhatian orang), aktif, kreatif dan meriah, warna spiritual dan
melambangkan hal yang luar biasa. Warna ini juga terkesan menyenangkan,
ramah, nyaman serta diterima sebagal warna riang yang membuat perasaan bahwa

masa depan lebih baik, cemerlang dan menyala-nyala

g. Struktur Organisas Bank Syariah Mandiri KCP Medan Pulo
Brayan
Struktur organisasi merupakan sebuah tatanan mengenai bagaimana suatu
organisas melakukan aktivitasnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya. Bank Syariah Mandiri sebagali sebuah organisas yang
fungsional telah memiliki struktur organisasi yang baku agar dapat berfungsi
secara optimal sebagai sebuah lembaga keuangan bank.

Struktur organnisass menunjukkan suatu tingkatan dimana dari struktur
tersebut dapat diketahui bagian—bagian serta hubungan yang terjadi antar bagian
pada suatu organisasi. Struktur organisasi menyatakan suatu cara organisasi dalam
mengatur Sumber Daya Manusia dengan berorientas pada kegiatan-kegiatan yang
berhubungan dengan tujuan perusahaan.

Perusahaan perlu mengadakan suatu pembagian kerja yang menyangkut
tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari masing- masing bagian secara jelas
dengan tujuan agar efektifitas dan efisens kerja pegawai dapat semakin
ditingkatkan serta untuk menghindari adanya penyelewengan dan kecurangan
yang mengakibatkan terjadinya kerugian pada perusahaan.

Struktur organisas yang dipakai oleh Bank Syariah Mandiri itu sendiri
adalah struktur organisasi garis, dimana dalam organisasi ini dipegang oleh satu
pimpinan yang memerintah dari atas sampai ke bawah. Dibawah ini merupakan

struktur organisasi bank syariah mandiri :
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Evendasari
Operasional M arketing Officer Powning
_ (BOSM) _ Zefrianda Fatimatu Risna
Ridha Rahmauli Pratama
Staff Pownin
Back Office Sales Of Force Shabra
Y udhi Fadhillah Aldi Efran

Warung Mikro

. (MBM)
Customer Service Tdler Y an Fachriza
Dina Pebriani Keriswan
Hasibuan Husein
Micro Adm Staff Micro Financing
Rizka Ananda Sales
Siregar 1. Mhd Mahendra
Driver Office Boy Security 2. Riltfjwanwah
3. Alfin

Verifikator/Analisis
(Arfan Hanafi)

Gambar 4.2

Bagan Struktur Organisas PT Bank Syariah Mandiri

KCP Medan Pulo Brayan

Sumber : PT Bank Syariah Mandiri KCP Medan Pulo Brayan, 2019
Susunan Tingkat Jenjang Dalam Struktur Organisas PT Bank Syariah
Mandiri KCP Medan Pulo Brayan:

1. Branch Manager

Branch Manager memiliki tugas memimpin, mengelola, mengembangkan,

mengawas dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan segmen bisnis dan
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operasional Bank di Sub Branch Office serta bertanggung jawab atas pencapaian

Kinerja seluruh unit bisnis yang berada dibawah supervisi cabangnya.

Tanggung Jawab:

a)
b)
c)
d)

€)

f)

Mengarahkan dan melihat sasaran kinerja seluruh bawahan.
Menindaklanjuti setiap temuan audit (intern/ekstern).

Memastikan pengendalian kualitas dan risiko operasional.

Memastikan standar layanan nasabah berjalan sesuai dengan ketentuan
Menggali potenss bisnis yang ada di lokas yang berada dalam
koordinasinya untuk meningkatkan portofolio pembiayaan, penghimpunan
dana pihak ketiga, perbaikan kualitas aktiva produktif, peningkatan
pendapatan non operasional.

Memastikan segala aktifitas operasional memenuhi ketentuan dan
prudensialitas.

Branch Operation Manager

Branch Operation Manager memiliki tugas memastikan aktivitas

operasional Branch Office terkelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan

target operasional tercapal sesual ketetapan Head Office.

Tanggung jawab:

a)

b)

c)
d)

Memastikan implementasi peraturan dan ketentuan internal perusahaan
bidang ketenagakerjaan kepada seluruh pegawai Branch Office.
Memastikan kebenaran dan kewajaran pencatatan laporan keuangan.
Memastikan implementasi KY C dengan baik dan sempurna.

Memastikan terkendalinya biaya operasional Branch Office dengan efisien
dan efektif.

Memastikan pemenuhan kewajiban pelaporan sesuai dengan peraturan
yang berlaku (internal dan eksternal).

Consumer Banking Relationship Manager

Memiliki tugas meningkatkan pertumbuhan bisnis pada segmen consumer

banking yang meliputi pendanaan dan pembiayaan serta melakukan fungs

financial advisory dan retensi terhadap nasabah prioritas.

Wewenang:
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Melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga seperti developer,
perusahaan, SKPD pemerintah daerah sertainstansi lainnya.
Mengoptimalkan cross reference nasabah pendanaan untuk produk
pembiayaan.
Memberikan persetujuan atau penolakan atas transaks bank sesuai dengan
kewenangannya.
Memastikan pencapaian target pendanaan dan fee based nasabah segmen
mass, mass affluent dan high networthdan memastikan tercapainya tingkat
kepuasan nasabah affluent dan high networth terhadap layanan BSM
sesuai standar yang ditetapkan.

Micro Banking Manager

Micro Banking Manager memiliki tugas memimpin, mengelola, mengawasi

atau mengendalikan, mengembangkan kegiatan dan mendayagunakan sarana

organisas Warung Mikro secara efektif dan efisien untuk merealisasikan target

bisnis Warung Mikro yang telah ditetapkan.

Tanggung Jawab:

a)
b)

d)

5.

Memastikan tercapainya target bisnis warung mikro yang telah ditetapkan.
Memastikan kepatuhan, tingkat kesehatan dan prudentialitas seluruh
aktifitas Warung Mikro dan memastikan pengendalian dan pembinaan
Warung Mikro.
Memastikan terlaksananya standar layanan nasabah dan memastikan
pelaporan (intern dan ekstern) dilakukan secara akurat dan tepat waktu.
Memastikan kelengkapan, kerapihan dan keamanan dari dokumentas
sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memastikan tindaklanjuti hasil
auditintern dan ekstren.

General Support Saff

General Support Saff memiliki tugas memastikan penyediaan kebutuhan

dan keamanan sarana dan prasarana kantor untuk mendukung kegiatan

operasional dan bisnisdi Sub Branch Office.

Tanggung Jawab:

a)

Menyusun laporan atas redisas biaya-biaya yang berhubungan dengan

personalia maupun fasilitas kantor.
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b) Mengelola dan membuat laporan penggunaan kas kecil harian sesuai
dengan wewenang yang berlaku.
c) Mengelola pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan sarana serta
prasarana kantor.
d) Melaksanakan dan mengadministrasikan penutupan asurans seluruh asset
milik bank dan memastikan pelaksanaan backup data secara berkal a.
e) Bertindak sebagai level pertama untuk mengatass permasalahan
penggunaan teknologi informasi di wilayah cabang terkait.
6. Junior Consumer Banking Relationship Manager
Junior Consumer Banking Relationship Manager memiliki tugas
meningkatkan pertumbuhan bisnis pada segmen consumer banking yang melipuiti
pendanaan dan pembiayaan.
Tanggung Jawab:
a) Memastikan pencapaian target bisnis pendanaan, pembiayaan dan fee
based nasabah dana consumer dan ritaildebitur dan non debitur.
b) Memastikan terlaksananya marketing program dan pengelolaan nasabah
yang ditetapkan kantor pusat dan arearetail .
c) Memastikan tercapainya tingkat kepuasaan nasabah terhadap layanan
BSM sesuai standar yang ditetapkan.
d) Mencapa product holding dari nasabah kelolaan sesuai dengan target yang
ditetapkan.
€) Memasarkan produk pendanaan, pembiayaan dan jasa sesuai strategi
pemasaran yang telah ditetapkan.
7. Micro Financing Analyst
Micro Financing Analyst memiliki tugas melakukan verifikas terhadap
lokasi usaha, kelayakan usaha dan penilaian agunan untuk pembiayaan segmen
mikro sesual dengan kelolaannya.
Tanggung Jawab:
a) Melakukan verifikas hasil input yang dilakukan oleh Marketing pada
aplikas scoring/FOS.
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Melakukan kunjungan ke lokasi usaha nasabah untuk memastikan
kelayakan usaha atau penghasilan dengan melengkapi formulir verifikas
kelayakan usaha.
Memastikan proses penilaian agunan sesuai ketentuan yang berlaku
dengan melengkapi formulir penilaian agunan dan menyampaikan laporan
bulanan.

Customer service

Customer Service memiliki tugas melaksanan kegiatan operasional dan

pelayanan nasabah sesuai dengan ketentuan bank dan standar pelayanan.

Tanggung Jawab:

a)
b)

c)
d)

€)
0.

tunai

Memberikan informasi produk dan jasa BSM kepada nasabah.
Memproses permohonan pembukaan dan penutupan rekening tabungan,
giro dan deposito.
Memblokir kartu ATM nasabah sesuai dengan permintaan nasabah.
Membuat laporan pembukaan dan penutupan rekening, keluhan nasabah
serta stock opname kartu ATM.
Mendistribusikan salinan rekening koran kepada nasabah.

Teller

Teller memiliki tugas melayani kegiatan penyetoran dan penarikan uang

(rupiah dan valuta asing), pengambilan atau penyetoran non tunai dan surat-

surat berharga dan kegiatan kas lainnya serta terselenggaranya layanan di bagian

kas secara benar, cepat dan sesuai dengan standar pelayanan. Adapun

wewenangnya yaitu memproses transaksi tunai dan non tunai sesuai dengan batas

kewenangannya.

Tanggung Jawab:

a)
b)
©)
d)

10.

Mengelola saldo kas teller sesuai limit yang ditentukan.

Mengelola uang yang layak dan tidak layak edar atau uang pal su.

Menjaga keamanan dan kerahasiaan kartu specimen tanda tangan.

Mengis uang tunai di mesn ATM BSM dan menyediakan laporan
transaks harian.

Sharia Funding Executive
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Sharia Funding Executive memiliki tugas menghasilkan sales atas refferal
dan non reffera melalui pertemuan, presentasi, membantu proses aplikas serta
mengumpulkan dokumen yang diperlukan guna memenuhi target sales dalam
jangka waktu yang telah ditetapkan.

Tanggung Jawab:

a) Melakukan investigass dan memeriksa validitas, kebenaran dan
pemenuhan persyaratan dari aplikas dan dokumen yang diserahkan guna
memastikan kelayakan aplikas dan dokumen pendukung tersebut.

b) Melakukan dan meaga ketepatan waktu atas tiga hari kerja dalam
mengumpulkan dokumen yang diperlukan setelah aplikas guna memenuhi
SLA yang telah ditetapkan.

c) Membuat laporan harian, mingguan dan bulanan untuk dilaporkan pada
saat pertemuan dengan Consumer Sales Officer.

11. SalesForce

Sales Force memiliki tugas sama seperti sharia funding executive yaitu
merealisaskan target bisnis yang didistribusikan oleh consumer banking
relationship manager.

Tanggung Jawab:

a) Mencari nasabah yang ingin membuka rekening dengan turun ke lapangan
seperti mendatangi karyawan-karyawan atau staff kantor atau perusahaan-
perusahaan yang ingin mendepositokan uangnya.

b) Menggjak kerjasama antara bank dengan perusahaan, universitas dan
lembaga lainnya.

12. Driver

Driver memiliki tugas menjamin kebersihan, kenyamanan, keamanan
kendaraan dinas atau termasuk menjamin keamanan kendaraan dan penumpang
selama perjalanan sesuai dengan peraturan lalu lintas.

13. Office Boy

Office Boy memiliki tugas menjamin kebershan dan kenyamanan di
lingkungan kerja sesuai standar layanan serta membantu kelancaran operasiona
bank.

14. Security
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Security memiliki tugas menjamin keamanan asset kantor, menjaga

ketertiban, dan melaksanakan aktifitas standar layanan di lingkungan kerja.

B. Temuan Pendlitian

Dari

hasil penelitian ini yang didapatkan melaui wawancara yang

dilakukan oleh peneliti pada 3 orang respondendengan menjawab5 pertanyaan

berkaitan dengantake over pembiayaan KPR pada Bank Syariah Mandiri KCP
Medan Pulo Brayan.

Berikut adalah hasil wawancara dan temuan-temuan peneliti dari penelitian
di Bank Syariah Mandiri KCP Medan Pulo Brayan yang terletak pada Komp.
Medan Glugur Brayan.

1. Bagaimana Prosedur umum take over nasabah pembiayaan KPR bank
Syariah  Mandiri Ke bank syariah kompetitor di kota medan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden adalah :

a. Jawaban ibuk Evendasari selaku Branch Manager pada BSM

b.

C.

Medan Pulo Brayan.

Syarat yang akan dibutuhkan oleh bank ketika pengajuan take over
Pembiayaan KPR sama sgja dengan berbagai persyaratan ketika
mengajukan KPR sebelumnya. Bahkan akan meminta kelengkapan
identitas diri seperti KTP dan KK.*

Jawaban menurut menurut bapak Zefrianda Prataman selaku Staff
Marketing pada BSM KCP Medan Pulo Brayan.

Nasabah harus melengkapi identidas diri seperti, KTP, KK, serta
persyaratan lain pada pengajuan KPR pada umumnya.**

Jawaban menurut bapak Yan Fachriza Selaku Micro Banking
Manager pada BSM KCP Medan Pulo Brayan.

Setelah persyaratan standar yang dipenuhi pada pengajuan KPR
awal, bank juga akan meminta sertifikat rumah yang akan di take

over tersebut.*

0 Wawancara dengan ibuk Evendasari, (Branch Manager) di BSM KCP Medan Pulo Brayan pada

Maret 2019

*! Wawancara dengan Bapak Zefrianda Pratama, (aff Marketing) di BSM KCP Medan Pulo
Brayan pada Maret 2019
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2. Bagaimana pelaksanaan take over nasabah pembiayaan KPR pada Bank
syariah Mandiri ke Bank Syariah Kompetitor
a. Jawaban ibuk Evendasari selaku Branch Manager pada BSM
Medan Pulo Brayan.
Nasabah yang ingin memindahkan hutangnya (take over) pada bank
syariah lain akan melunas hutangnya terlebih dahulu pada Bank
Syariah Mandiri tanpa member informasi lebih lanjut kepada Bank
Syariah Mandiri selaku pemberi pinjaman.

b. Jawaban menurut menurut bapak Zefrianda Prataman selaku Staff
Marketing pada BSM KCP Medan Pulo Brayan.
Pada saat nasabah men-take over kan hutangnya pada Bank Syariah
lain, kerap nasabah tidak jujur saat ditanya oleh BSM.

c. Jawaban menurut bapak Yan Fachriza Selaku Micro Banking
Manager pada BSM KCP Medan Pulo Brayan.
Pada kasus ini nasabah tidak mengimformasikan bahwa nasabah
mengalihkan utangnya kepada Bank syariah kompetitor, akan tetapi
nasabah hanya beralasan melunas sisa hutangnya yang ada di Bank
Syariah Mandiri KCP Medan Pulo Brayan.

3. Akad apakah yang digunakan Bank Syariah Mandiri untuk melakukan
take over nasabah pembiayaan KPR pada Bank Syariah Mandiri ke
Bank Syariah kompetitor di Kota Medan.

a. Jawaban ibuk Evendasari selaku Branch Manager pada BSM
Medan Pulo Brayan.
Akad yang digunakan dalam take over nasabah pembiayaan KPR
Bank Syariah Mandiri Ke Bank Syariah Kompetitor Di Kota Medan
adalah menggunakan Akad Qardh, musyarakah dan murabahah.

b. Jawaban menurut menurut bapak Zefrianda Prataman selaku Staff
Marketing pada BSM KCP Medan Pulo Brayan.

2 \Wawancara dengan Bapak Y an Fachriza, (micro banking manager) di BSM KCP Medan Pulo
Brayan pada Maret 2019
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Akad yang digunakan dalam take over nasabah pembiayaan KPR
Bank Syariah Mandiri Ke Bank Syariah Kompetitor Di Kota Medan
adalah menggunakan Akad Qardh, musyarakah dan murabahah.

c. Jawaban menurut bapak Yan Fachriza Selaku Micro Banking
Manager pada BSM KCP Medan Pulo Brayan.
Akad yang digunakan dalam take over nasabah pembiayaan KPR
Bank Syariah Mandiri Ke Bank Syariah Kompetitor Di Kota Medan
adalah menggunakan Akad Qardh, musyarakah dan murabahah.

4. Apa penyebab dan dampak yang terjadi jika nasabah mengajukan take
over pembiayan KPR pada Bank Syariah Mandiri ke Bank Syariah
kompetitor di Kota Medan.

a. Jawaban ibuk Evendasari selaku Branch Manager pada BSM
Medan Pulo Brayan.
Penyebab nasabah melakukan take over karena adanya tawaran
yang menarik dari Bank Syariah competitor sehingga nasabah ingin
men- take over pembiayaan KPR yang sudah berjalan di Bank
Syariah Mandiri sehingga menimbulkan dampak pada bank syariah
mandiri yakni menurunnya margin yang di peroleh Bank Syariah
Mandiri.

b. Jawaban menurut menurut bapak Zefrianda Prataman selaku Staff
Marketing pada BSM KCP Medan Pulo Brayan.
Nasabah yang melakukan take over disebabkan oleh berbagai factor
salah satu factor penyebabnya adalah nasabah mendapat tawaran
dari bank lain yang mana tawaran tersebut menarik minat nasabah
untuk maelakukan take over. Dengan terjadinaya take over tersebut
dapat berpengarun pada margin yang di peroleh bank syariah
mandiri.

c. Jawaban menurut bapak Yan Fachriza Selaku Micro Banking
Manager pada BSM KCP Medan Pulo Brayan.

Menurunnya persentase pembiayaan pada Bank syariah mandiri.
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5. Apatindakan yang dilakukan Bank Syariah Mandiri agar nasabah tidak
melakukan take over KPR pada Bank Syariah Mandirike Bank Syariah
kompetitor di Kota Medan.

a. Jawaban ibuk Evendasari selaku Branch Manager pada BSM
Medan Pulo Brayan.
Bank syariah Mandiri Memberikan Penawaran produk lainnya dan
memberikan program hadiah serta memberikan souvenir seperti,
agenda, mug, ballpoint dlil.

b. Jawaban menurut menurut bapak Zefrianda Prataman selaku Staff
Marketing pada BSM KCP Medan Pulo Brayan.
Bank syariah Mandiri Memberikan Penawaran produk lainnya dan
memberikan program hadiah serta memberikan souvenir seperti,
agenda, mug, ballpoint dll.

c. Jawaban menurut bapak Yan Fachriza Selaku Micro Banking
Manager pada BSM KCP Medan Pulo Brayan.
Bank syariah Mandiri Memberikan Penawaran produk lainnya dan
memberikan program hadiah serta memberikan souvenir seperti,

agenda, mug, ballpoint dil.

C. Pembahasan

Hasil penelitian di atas merupakan proses penelitian lapangan yang telah
dilakukan peneliti selama penelitian berlangsung dengan memenuhi persyaratan
administras penelitian dari pengurusan surat izin penelitian mulai dari Fakultas
Agama Islam Program Studi Perbankan Syariah Universitas Sumatera Utara,
hingga persetujuan Branch Manager pada Bank Syariah Mandiri KCP Medan
Pulo Brayan yang merupakan informan pada penelitian ini. Penditian ini
merupakan penelitian dengan metode kualitatif dengan pendekakan deskriptif
analisis tentang analisis Take Over nasabah pembiayaan KPR Pada Bank syariah
Mandiri ke bank syariah kompetitor di kota Medan.

Berdasarkan hasil wawancara .
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1. Prosedur umum take over nasabah pembiayaan KPR bank Syariah Mandiri

Ke bank syariah kompetitor di kota medan. Berdasarkan hasil wawancara

dengan responden adalah :

Proses take over tentu harus dilakukan dengan sebuah surat perjanjian,
sehingga kedua belah pihak yang terlibat didalamnya tidak mengalami kerugian.
Serta melengkapi Syarat yang dibutuhkan untuk melakukan take over nasabah
Pembiayaan KPR dimana persyaratannya sama dengan persyaratan yang
ditetapkan oleh bank ketika penggjuan KPR sebelumnya, bahkan bank akan
meminta kelengkapan identitas diri seperti KTP, KK dan juga sertifikat rumah
yang akan di take over.

Dikaitkan dengan penelitian terdahulu bahwa prosedur umum take over adalah
a. Bagi calon nasabah perorangan :

1). Surat permohonan nasabah dalam pengajuan take over pembiayaan.

2). Fotocopi Kartu Tanda Penduduk suami/istri yang masih berlaku.

3). Pasfoto terbaru pemohon dan suami/istri.

4). Fotocopi Kartu Keluarga.

5). Fotocopi surat nikah (bagi yang telah menikah).

6). Fotocopi NPWP bagi calon nasbah yang mengajukan take over

pembiayaan plafond di atas Rp. 100.000.000,-.

6). Daftar/ dip gaji terahir yang diterima diketahui bendahara atau

pimpinan perusahaan tempat bekerja.

7). Memiliki rekening tabungan/ giro di bank untuk mendukung

penyel esaian kewajiban/ angsuran atas pembiayaan.

b. Calon nasabah badan usaha atau perusahaan

1). Surat permohonan perusahaan dalam pengajuan take over pembiayaan.

2). Fotocopi Kartu Tanda Pendudukpengurus perusahaan yangsesuai

dengan akta pendirian perusahaan yang masih berlaku.

3). Fotocopi kata pendirian perusahaan dan perubahan yang terahir.

4). Fotocopi SIUP dan TDP.

5). Laporan keuangan selama dua tahun terahir beserta penjelasannya.

6). Fotocopi NPWP perusahaan bagi calon nasabah yang mengajukan take

over pembiayaan dengan plafond diatas Rp. 100.000.000,-.
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7). Company profile/ proposal perusahaan, struktur organisasi dan nama
pengurus.
8). Memiliki rekening tabungan/ giro di bank untuk mendukung

pembayaran kewajiban atau angsuran atas pembiayaan.

2. Pelaksanaan Take Over nasabah pembiayaan KPR Bank Syariah Mandiri

Ke Bank Syariah Kompetitor di Kota Medan.

Sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 31 Tahun 2002 tentang
pengalihan hutang dimana BSM dalam pelaksanaan pengalihan hutang
menggunakan akad gardh, murabahah dan musyarakah. Pelaksanaan take over
pembiayaan KPR melibatkan pengalihan hutang dalam penelitian ini adalah
pengalihan kredit dalam dunia pebankan.

Take over atau disebut juga dengan pengalihan hutang adalah satu contoh
transaksi yang menggambarkan gaya hidup hala di Indonesia. Dalam praktiknya
di BSM pihak perbankan menjadi pihak ketiga yang memberi kredit kepada
debitur (nasabah) untuk melunasi hutang atau kredit debitur kepada kreditur awal
(bank mandiri syariah) dan memberikan kredit baru kepada debitur sehingga
kedudukan pihak ketiga ini menggantikan kedudukan debitur awal.

Bank syariah mandiri menangkap baik adanya fenomena kebutuhan
nasabah akan peralihan transaks pembiayaan KPR. Pelayanan pengalihan hutang
di Bank Syariah mandiri dilakukan pada produk pembiayaan yang tersedia di
Bank Syariah mandiri.

3. Akad yang digunakan Bank Syariah Mandiri untuk melakukan Take Over
nasabah pembiayaan KPR pada Bank Syariah Mandiri Ke Bank Syariah
Kompetitor Di kota Medan.

Akad yang digunakan dalam take over nasabah pembiayaan KPR Bank
Syariah Mandiri Ke Bank Syariah Kompetitor Di Kota Medan adalah
menggunakan Akad Qard, musyarakah dan murabahah.

Dapat di kaitkan dengan Fatwa-fatwa ekonomi syariah tentang pengalihan
hutang dan take over juga terus tumbuh di Indonesia. Selamaini praktik take over
hanya dari bank konvensional ke bank syariah, sekarang telah diatur take over dan
pengalihan hutang sesama bank syariah. DSN MUI juga sudah mengeluarkan
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ketentuan (fatwa) tentang desain-desain akad pengalihan hutang dan piutang (take
over) antar bank syariah.

Bank Syariah memberikan gardh kepada nasabah yang kemudian
digunakan oleh nasabah untuk melunas (kredit) hutangnya pada Bank
Konvensional. Dengan demikian, asset yang telah dibeli nasabahmenjadi miliknya
secara penuh. Kemudian nasabah menjual asetnya kepada Bank Syariah. Dan
dengan hasil penjualan itu nasabah melunas gardhnya kepada bank syariah. Lalu
bank syariah menjual secara murabahah aset yang telah menjadi miliknya tersebut
kepada nasabah dengan pembayaran secara angsuran.

Dalam hal ini, skema tersebut berdasarkan Fatwa DSN Nomor 19/DSN-
MUI/IV/2001 tentang gardh dan Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000
tentang murabahahberlaku dalam pelaksanaa pembiayaan pengalihan hutang.

Bank Syariah kompetitor memberikan gardh kepada nasabah yang
kemudian digunakan oleh nasabah untuk melunas (kredit) hutangnya pada Bank
syariah mandiri, dan dengan demikian aset yang telah dibeli nasabah menjadi
miliknya secara penuh. Kemudian nasabah menjual asetnya kepada Bank Syariah.
Lalu Bank Syariah menyewakan aset tersebut kepada nasabah dengan akad
ijarahmuntahiyah bittamlik.

Dalam hal ini, skema tersebut berdasarkan Fatwa DSN Nomor 19/DSN-
MUI/IV/2001 tentang gardh dan Fatwa DSN Nomor 27/DSN-MUI/IN1/2002
tentang ljarah Muntahiyah bittamlik berlaku pula dalam pelaksanaan pembiayaan
pengalihan hutang.

Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh atas aset,
nasabah dapat melakukan akad ijarah dengan Bank syariah sesuai dengan Fatwa
DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2002. Dan apabila diperlukan Bank syariah dapat
membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan akad gardh sesuai
dengan Fatwa DSNNomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Kemudian akad ijarah yang
digunakan oleh bank harus terpisah dari pemberian talangan yang berdasarkan
akad gardh tersebut. Besarnya imbalan jasa ijarah tidak boleh berdasarkan pada
jumlah talangan yang diberikan Banksyariah kepada nasabah.*®

http://anggundineey17.blogspot.comy2012/12/bab-i-pendahul uan-a.html



http://anggundineey17.blogspot.com/2012/12/bab-i-pendahuluan-a.html
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4. Penyebab dan dampak jika nasabah mengajukan take over pada bank

Syariah Mandiri ke Bank Syariah Kompetitor di Kota Medan

Take over atau peralihan pembiayaan dari BSM ke Bank Syariah
Kompetitor sebagal kreditur baru dalam transaks take over. Dalam
pelaksanaannya, Bank Syariah Kompetitor mengambil alih pembiayaan debitur
dengan membayar sisa kredit debitur pada kreditur lama.

Penyebab terjadi take over pembiayaan berhubungan dengan beberapa
faktor, salah satu faktor yang kerap terjadi adalah nasabah mendapatkan tawaran
produk dari Bank syariah kompetitor yang mana nasabah tertarik untuk
melakukan Take over pembiayaan KPR yang telah berjalan di bank syariah
mandiri.

Hal ini dapat berdampak merugikan pada bank syariah mandiri yang
terkena take over karena sangat mempengaruhi margin keuntungan yang di
perol eh,juga mengakibatkan menurunnya pembiayaan KPR pada Bank Syariah itu
sendiri.

Faktor-faktor penyebab terjadinya pelaksanaan take over pembiayaan
KPR:

a. Terjadi karena per setujuan (secara langsung)

1). inisatif kreditur yaitu kreditur dan pihak ketiga bertemu
dan sama-sama mengetahui bahwa pihak ketiga akan
menggantikan kedudukannya sebagai kreditur atas debitur yang
bersangkutan, take over ini dilakukan dan dinyatakan dengan
tegas bersamaan pada waktu pembayaran, hal ini sesuai dalam
pasal 1401 (1) KUHPerdata.

2). inigatif debitur yaitu pihak debitur meminjam uang
kepada pihak ketiga untuk melunasi hutangnya kepada kreditur
dan menetapkan bahwa pihak ketiga tersebut akan mengambil
alih posis kreditur. Agar take over jenis ini sah baik perjanjian
pinjam uang ataupun pelunasananya harus dibuat dengan akta
autentik, dan dinyatakan secara jelas dan tegas bahwa tujuan
pembayaran adalah untuk melunasi hutang di kreditur awal dan
secara tegas pula dalam bukti pelunasan dinyatakan bahwa
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pelunasan ini berasal dari pihak ketiga. Mash terdapat
pertentangan mengenai perlu tidaknya bukti pelunasan dibuat
secara otentik, sebab prinsip dari pasal 1401 ayat 2
menerangkan bahwa tidak perlu campur tangan dari pihak
kreditur. Seandainya dibuat dalam bentuk autentik, maka antara
pihak debitur dan pihak ketiga serta pihak kreditur wajib untuk
ikut menandatangani akta autentik tersebut, yang berarti pihak
kreditur tetap dilibatkan dalam prosessubrogas. Oleh
karenanya dianggap telah cukup menjadi bukti bahwa tanda
pelunasan harus beris keterangan bahwa pembayaran
dilakukan dengan menggunakan uang yang dipinjam dari pihak
ketiga sebagai kreditur baru. Subrogas ini dapat dilakukan
tanpa perlu campur tangan pihak kreditur. Hal ini sesuai dalam
Pasal 1401 (2) KUHPerdata.

b. Terjadi karena undang-undang (secaratidak langsung)

Take over ini diatur dalam pasal 1402 KUH Perdata yang salah satu
ayatnya menyatakan bahwa subrogasi terjadi pada saat seorang kreditur yang
melunasi hutang seorang debitur kepada seorang kreditur lain yang berdasarkan
hak istimewa atau hipotiknya mempunyai hak yang lebih tinggi daripada kreditur
pertama.

Mekanisme Peralihan Kredit ( take over ) yang terjadi adalah :

Dimulai dari permohonan kredit oleh debitur, penyerahan semua
kelengkapan data dan syarat-syarat pengajuan kreditur, apabila memenuhi syarat
maka dilanjutkan pembuatan proposal kredit yang akan di gukan kepada komite
kredit. Jika proposal disetujui oleh komite kredit maka dilanjutkan dengan
penandatanganan akad kredit dan pengikatan jaminan yang wajib dihadiri pihak
bank, debitur dan pasangan. Setelah melakukan pengikatan jaminan maka debitur
dengan didampingi marketing menuju ke kreditur awa untuk melakukan
pelunasan dengan dana yang diperoleh dari pihak ketiga. Apabila pelunasan telah
dilakukan, maka wajib meminta dlip tanda pelunasan serta adli bukti kepemilikan
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jaminan untuk selanjutnya dapat dibebani Hak Tanggungan dengan terlebih
dahulu dilakukan roya (pencoretan hak) atas nama kreditur awal.

5. Tindakan yang dilakukan Bank Syariah Mandiri agar nasabah tidak
mengajukan take over pembiayaan KPR pada Bank Syariah Mandiri ke

Bank Syariah Kompetitor di Kota Medan.

Adalah dengan menawarkan Berbagai Produk BSM lainnya, serta
mengadakan program hadiah agar nasabah tidak mngajukan take over pembiayaan
KPR. BSM juga memberikan Berbagai sovenir kepada nasabah seperti agenda,
mug, ballpoint dlil.



BABV
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan penelitian diatas dengan selesainya penulisan skrips ini,
maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan take overpembiayaan KPRdi Bank Syariah Mandiri diawali
dengan pengajuan permohonan take over pembiayaan oleh nasabah.
Setelah di setujui bank menganalisa kemudian mengeluarkan surat
penegasan persetujuan take over pembiayaan KPR yang mana dari segi
hukum islam telah sesuai dengan syariah yang telah menggunakan sesuai
dengan skema yang berdasarkan DSN MUI dengan kesesuaian
berdasarkan jenis akad yang terjadi. Dalam pelaksanaan transaksi Take
Over bank syariah mandiri KCP Medan Pulo Brayan terlebih dahulu
melakukan analisa pembiayaan sebagaimana pemenuhan prinsip kehati-
hatian. Dari segi hukum positif, pelaksanaan take over pada bank syariah
mandiri ke bank syariah kompetitor tidak melanggar undang-undang
perbankan syariah yang manatidak menyalahi ketentuan yang ada.

Hal ini telah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 31/DSN-MUI/V1/2002
tentang take over.

2. Daam praktik akad yang digunakan oleh bank syariah mandiri
sepenuhnya sudah memberikan solus kepada nasabah yang ingin
mengalihkan hutangnya karena sudah sesuai dengan syariah isam dan
tidak menyalahi peraturan undang-undang perbankan syariah. Karena akad
yang digunakan dalam take over nasabah pembiayaan KPR pada bank
syariah mandiri ke bank syariah kompetitor telah sesuai dengan Skema
yang berdasarkan ketentuan DSN MUI dengan memberikan akad gardh
terlebih dahulu serta dilanjutkan dengan akad musyarakah, murabahah
danijarah.

B. Saran
Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah melaksanakan riset pada
Bank Syariah Mandiri KCP Medan Pulo Brayan adalah sebagai berikut :
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1. Bank Syariah Mandiri harus lebih meningkatkan kualitas pembiayaan
KPR agar nasabah tidak tertarik lagi dengan penawaran dari bank
syariah kompetitor untuk melakukan take over.

2. Untuk kedepannya Bank Syariah Mandiri harus |ebih menghindari atau
meminimalisir penyebab nasabah melakukan take over ke bank syariah
kompetitor.

3. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan referensi
untukmelakukan penelitian sgjenis dan lebih lanjut dalam bidang yang

Sama.
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No. 10/ 14 / DPbS Jakarta, 17 Maret 2008

SURAT EDARAN

Kepada
SEMUA BANK SYARIAH
DI INDONESIA

Perihal : Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan

Penvyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor
9/19/PBI/2007 Tanggal 17 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah
dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa
Bank Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4793), perlu diatur
ketentuan pelaksanaan dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia dengan pokok

ketentuan sebagai berikut :

. UMUM

1. Sejalan dengan perkembangan yang pesat di dunia bisnis dan keuangan
telah mendorong berkembangnya inovasi transaksi-transaksi keuangan
syariah, sehingga Bank perlu mengantisipasi dan mengikuti dinamika
tersebut agar dapat berkembang serta tetap memenuhi prinsip syariah
secara istigomah sesuai dengan fatwa yang berlaku.

2. Implementasi atas setiap inovasi transaksi-transaksi keuangan syariah
yang baru, selalu akan menimbulkan berbagai risiko termasuk risiko
reputasi. Oleh karena itu, dalam upaya untuk mengantisipasi timbulnya

risiko reputasi akibat tidak terpenuhinya prinsip syariah, diperlukan

adanya .....



II.

adanya penyesuaian dan penyempurnaan pengaturan yang berlaku

terhadap pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan

dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa bank syariah.

3. Adanya ketentuan tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan

penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa akan

meningkatkan kepastian hukum para pihak termasuk bagi pengawas

dan auditor bank syariah.

PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN
PENGHIMPUNAN DANA.
II.1. Giro dan Tabungan atas dasar Akad Wadi’ah

Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Giro dan Tabungan

atas dasar Akad Wadi’ah berlaku persyaratan paling kurang sebagai

berikut:

a.

Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah
bertindak sebagai penitip dana;

Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik
produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam
ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk
Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;

Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau
bonus kepada nasabah;

Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan
dan penggunaan produk Giro atau Tabungan atas dasar Akad
Wadi’ah, dalam bentuk perjanjian tertulis;

Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi
berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan

rekening antara lain biaya kartu ATM, buku/cek/bilyet giro, biaya

meterai .....



meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan
dan penutupan rekening;
Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah; dan

Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

11.2. Giro atas dasar Akad Mudharabah

Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Giro atas dasar

Akad Mudharabah  berlaku persyaratan paling kurang sebagai

berikut:

a.

Bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dan Nasabah
bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal);

Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik
produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam
ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk
Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;

Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang
disepakati;

Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan
dan penggunaan produk Giro atas dasar Akad Mudharabah, dalam
bentuk perjanjian tertulis;

Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi
berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya
pengelolaan rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya
meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan
dan penutupan rekening; dan

Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah

tanpa persetujuan nasabah.

11.3. Tabungan .....




I1.3. Tabungan dan deposito atas dasar Akad Mudharabah

Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Tabungan dan

Deposito atas dasar Akad Mudharabah berlaku persyaratan paling

kurang sebagai berikut :

a.

Bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dan nasabah
bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal);

Pengelolaan dana oleh Bank dapat dilakukan sesuai batasan-
batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (mudharabah
mugqayyadah) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari
pemilik dana (mudharabah mutlagah);

Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik
produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam
ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk
Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;

Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan
dan penggunaan produk Tabungan dan Deposito atas dasar Akad
Mudharabah, dalam bentuk perjanjian tertulis;

Dalam Akad Mudharabah Mugayyadah harus dinyatakan secara
jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh
nasababh;

Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang
disepakati;

Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu
yang disepakati;

Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi
berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya
pengelolaan rekening antara lain biaya meterai, cetak laporan
transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening;

dan



i. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah

tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

[II. PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN
PENYALURAN DANA
III.1. Pembiayaan Atas Dasar Akad Mudharabah
1. Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan atas
dasar Akad Mudharabah berlaku persyaratan paling kurang sebagai
berikut:

a. Bank bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) yang
menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan
nasabah bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dalam
kegiatan usahanya;

b. Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha
nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha
nasabah, antara lain Bank dapat melakukan review dan meminta
bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti
pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;

c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai
karakteristik produk Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah,
serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam
ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi
produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;

d. Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah
Mugayyadah yaitu penyediaan dana kepada nasabah dimana
pemilik dana (shahibul maal) memberikan persyaratan khusus
kepada pengelola dana (mudharib), Bank wajib memenuhi

persyaratan khusus dimaksud;

Sebagai .....



Sebagai contoh :

Tuan A sebagai pemilik dana memiliki keinginan untuk
menginvestasikan dananya ke sektor UKM yang bergerak di
sektor usaha perdagangan. Dengan keterbatasan waktu yang
dimiliki, Tuan A mengalami kesulitan untuk mencari dan
menetapkan UKM yang bergerak di sektor usaha
perdagangan dimaksud. Oleh karena itu Tuan A
memutuskan untuk menitipkan dananya tersebut ke Bank
sekaligus meminta bantuan Bank untuk mencarikan UKM
sesuai dengan yang diharapkan. Sesuai dengan amanah yang
ditetapkan Tuan A, selanjutnya Bank mencari UKM yang
paling feasible di sektor usaha perdagangan. Transaksi
investasi yang terjadi antara Tuan A dengan UKM dimaksud
yang diperantarai oleh Bank, merupakan salah satu contoh
transaksi investasi dengan Akad Mudharabah Mugayyadah.
. Bank wajib melakukan analisis atas permohonan Pembiayaan
atas dasar Akad Mudharabah dari nasabah yang antara lain
meliputi aspek personal berupa analisa atas Kkarakter
(Character) dan aspek usaha antara lain meliputi analisa
kapasitas usaha (Capacity), keuangan (Capital), dan prospek
usaha (Condition);

Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam
nisbah yang disepakati;

. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang
jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para
pihak;

. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam
bentuk perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar

Mudharabah;

i. Jangka .....



Jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah,
pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan
berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah;

Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah diberikan dalam
bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang
atau tagihan;

. Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah diberikan
dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya;
Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah diberikan
dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas
dasar harga pasar (net realizable value) dan dinyatakan secara
jelas jumlahnya;

. Pengembalian Pembiayaan atas dasar Mudharabah dilakukan
dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sckaligus pada
akhir periode Akad, sesuai dengan jangka waktu Pembiayaan
atas dasar Akad Mudharabah;

. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha
pengelola dana (mudharib) dengan disertai bukti pendukung
yang dapat dipertanggungjawabkan;

. Kerugian usaha nasabah pengelola dana (mudharib) yang dapat
ditanggung oleh Bank selaku pemilik dana (shahibul maal)
adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan

(ra’sul maal).

. Dalam hal nasabah ikut menyertakan modal dalam kegiatan usaha

(mitra usaha) yang dibiayai Bank (Mudharabah Musytarakah),

maka berlaku ketentuan :

. Norma-norma umum dalam pembiayaan atas dasar Akad
Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bab III.1

kecuali angka 1 huruf a dan huruf d;

b. Kedudukan .....



b. Kedudukan nasabah adalah sebagai mitra usaha sekaligus
sebagai pengelola dana (mudharib);

c. Sebagai mitra usaha, nasabah berhak mendapatkan bagian
keuntungan sesuai kesepakatan atau menanggung kerugian
sesuai porsi modalnya; dan

d. Sebagai pengelola dana (mudharib), nasabah berhak
mendapatkan bagian keuntungan berdasarkan nisbah yang
disepakati, setelah dikurangi bagian keuntungan milik nasabah

sebagai mitra usaha.

II1.2. Pembiayaan Atas Dasar Akad Musyarakah
Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan atas dasar
Akad Musyarakah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :

a. Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha
dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk
membiayai suatu kegiatan usaha tertentu;

b. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan Bank sebagai mitra
usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas
dan wewenang yang disepakati seperti melakukan review, meminta
bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah
berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;

c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik
produk Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah serta hak dan
kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank
Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan

penggunaan data pribadi nasabah;

d. Bank wajib melakukan analisis atas permohonan Pembiayaan atas
dasar Akad Musyarakah dari nasabah yang antara lain meliputi

aspek personal berupa analisa atas karakter (Character) dan aspek

usaha .....



usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (Capacity),

keuangan (Capital), dan prospek usaha (Condition);

. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam

bentuk nisbah yang disepakati;

. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang

jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak;

. Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah diberikan dalam bentuk

uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau

tagihan;

. Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah diberikan

dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya;

i. Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah diberikan
dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar
harga pasar (net realizable value) dan dinyatakan secara jelas

jumlahnya;

j. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk

perjanjian  tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar

Musyarakah;

. Jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah,

pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan

berdasarkan kesepakatan antara Bank dan nasabah;

. Pengembalian Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah dilakukan
dalam dua cara, yaitu sccara angsuran ataupun sckaligus pada akhir
periode Pembiayaan, sesuai dengan jangka waktu Pembiayaan atas
dasar Akad Musyarakah,;

.Pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha nasabah
berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
dan

. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional

menurut porsi modal masing-masing.

I11.3. Pembiayaan .....




II1.3. Pembiayaan Atas Dasar Akad Murabahah

l.

Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan atas

dasar Akad Murabahah berlaku persyaratan paling kurang sebagai

berikut ;

a.

Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka
membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi
Murabahah dengan nasabah scbagai pihak pembeli barang;
Barang adalah obyek jual beli yang diketahui secara jelas
kuantitas, kualitas, harga perolehan dan spesifikasinya;

Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik
produk Pembiayaan atas dasar Akad Murabahah, serta hak dan
kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank
Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan
penggunaan data pribadi nasabah;

Bank wajib melakukan analisis atas permohonan Pembiayaan
atas dasar Akad Murabahah dari nasabah yang antara lain
meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter
(Character) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa
kapasitas usaha (Capacity), keuangan (Capital), dan/atau
prospek usaha (Condition);

Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian
barang yang telah disepakati kualifikasinya;

Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan
penyediaan barang yang dipesan nasabah;

Kesepakatan atas marjin ditentukan hanya satu kali pada awal
Pembiayaan atas dasar Murabahah dan tidak berubah selama

periode Pembiayaan,;



h. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam

bentuk perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar
Murabahah; dan

Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada
Bank ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah.

2. Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar

dengan tanpa diperjanjikan dimuka.

3. Bank dapat meminta ganti rugi kepada nasabah atas pembatalan

pesanan oleh nasabah sebesar biaya riil.

II1.4. Pembiayaan atas dasar Akad Salam

1. Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan atas

dasar Akad Salam berlaku persyaratan paling kurang sebagai

berikut:

d.

Bank bertindak baik sebagai pihak penyedia dana maupun
sebagai pembeli barang untuk kegiatan transaksi Salam dengan
nasabah yang bertindak sebagai penjual barang;

Barang dalam transaksi Salam adalah objek jual beli dengan
spesifikasi, kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat, dan harga
yang jelas, yang pada umumnya tersedia secara reguler di pasar,
serta bukan objek jual beli yang sulit diidentifikasi ciri-cirinya
dimana antara lain nilainya berubah-ubah tergantung penilaian
subyektif;

Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik
produk Pembiayaan atas dasar Akad Salam, serta hak dan
kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank
Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan

penggunaan data pribadi nasabah;

d. Bank .....



d. Bank wajib melakukan analisis atas rencana Pembiayaan atas
dasar Salam kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek
personal berupa analisa atas karakter (Character) dan/atau
aspek wusaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha
(Capacity), keuangan (Capital), dan/atau prospek usaha
(Condition);

e. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam
bentuk perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar
Salam;

f. Pembayaran atas barang nasabah oleh Bank harus dilakukan di
muka secara penuh yaitu pembayaran segera setelah
Pembiayaan atas dasar Akad Salam disepakati atau paling
lambat 7 (tujuh) hari setelah Pembiayaan atas dasar Akad Salam
disepakati; dan

g. Pembayaran oleh Bank kepada nasabah tidak boleh dalam
bentuk pembebasan utang nasabah kepada Bank atau dalam
bentuk piutang Bank.

. Dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai

kesepakatan maka Bank dapat :

a. Menolak menerima barang dan meminta pengembalian dana;

b. Meminta kepada nasabah untuk mengganti dengan barang
lainnya yang sejenis dan/atau memiliki nilai yang setara; atau

c. Menunggu barang hingga tersedia.

. Dalam hal Bank menerima barang dengan kualitas lebih tinggi

maka Bank tidak wajib membayar tambahan harga, kecuali

terdapat kesepakatan kedua belah pihak.

. Dalam hal Bank menerima barang dengan kualitas lebih rendah

maka Bank tidak diperkenankan untuk meminta potongan harga

(discount), kecuali terdapat kesepakatan kedua belah pihak.

I11.5.Pembiayaan .....




[IL.5. Pembiayaan atas dasar Akad Istishna'

l.

Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan atas

dasar Akad Istishna' berlaku persyaratan paling kurang sebagai

berikut ;

a.

Bank bertindak baik sebagai pihak penyedia dana maupun
penjual barang untuk kegiatan transaksi Istishna’ dengan
nasabah sebagai pihak pembeli barang;

Barang dalam transaksi Istishna’ adalah setiap keluaran (output)
yang antara lain berasal dari proses manufacturing atau
construction yang melibatkan tenaga kerja, dengan spesifikasi,
kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat, dan harga yang jelas
serta disepakati oleh kedua belah pihak;

Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik
produk Pembiayaan atas dasar Istishna’, serta hak dan
kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank
Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan
penggunaan data pribadi nasabah;

Bank wajib melakukan analisis atas permohonan Pembiayaan
atas dasar Istishna' dari nasabah yang antara lain meliputi
aspek personal berupa analisa atas karakter (Character)
dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas
usaha (Capacity), keuangan (Capital), dan/atau prospek usaha
(Condition);

Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam
bentuk perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar
Istishna’; dan

Pembayaran pembelian barang tidak boleh dalam bentuk

pembebasan utang atau dalam bentuk pemberian piutang.



2. Bank tidak dapat meminta tambahan harga apabila nasabah
menerima barang dengan kualitas yang lebih tinggi, kecuali
terdapat kesepakatan kedua belah pihak.

3. Bank tidak harus memberikan potongan harga (discount) apabila
nasabah menerima barang dengan kualitas yang lebih rendah,

kecuali terdapat kesepakatan kedua belah pihak.

[11.6. Pembiayaan atas Dasar Akad [jarah
1. Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan atas
dasar Akad [jarah berlaku persyaratan paling kurang sebagai
berikut :

a. Bank bertindak sebagai pemilik dan/atau pihak yang
mempunyai hak penguasaan atas obyek sewa baik berupa
barang atau jasa, yang menyewakan obyek sewa dimaksud
kepada nasabah sesuai kesepakatan;

b. Barang dalam transaksi Jjarah adalah barang bergerak atau
tidak bergerak yang dapat diambil manfaat sewa;

c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik
produk Pembiayaan atas dasar Jjarah, serta hak dan kewajiban
nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia
mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan
data pribadi nasabah;

d. Bank wajib melakukan analisis atas rencana Pembiayaan atas
dasar [jarah kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek
personal berupa analisa atas karakter (Character) dan/atau
aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha
(Capacity), keuangan (Capital), dan/atau prospek usaha
(Condition);

e. Obyek .....



¢. Obyek sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara
spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk besarnya nilai
sewa dan jangka waktunya;

f. Bank sebagai pihak yang menyediakan obyek sewa, wajib
menjamin pemenuhan kualitas maupun kuantitas obyek sewa
serta ketepatan waktu penyediaan obyek sewa sesuai
kesepakatan;

g. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan
penyediaan obyek sewa yang dipesan nasabah;

h. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam
bentuk perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar
ljarah;

i. Pembayaran sewa dapat dilakukan baik dengan angsuran
maupun sckaligus;

j. Pembayaran sewa tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang
maupun dalam bentuk pembebasan utang;

k. Bank dapat meminta nasabah untuk menjaga keutuhan obyek
sewa, dan menanggung biaya pemeliharaan obyek sewa sesuai
dengan kesepakatan dimana uraian biaya pemeliharaan yang
bersifat material dan struktural harus dituangkan dalam Akad;
dan

. Bank tidak dapat meminta nasabah untuk bertanggungjawab
atas kerusakan obyek sewa yang terjadi bukan karena
pelanggaran Akad atau kelalaian nasabah.

2. Dalam hal Pembiayaan Multijasa dimana pembiayaan diberikan
oleh Bank kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu
jasa, menggunakan Akad /jarah maka :

a. Ketentuan yang berlaku dalam Pembiayaan atas dasar Jjarah

sebagaimana dimaksud pada angka 1 kecuali huruf k dan I,

berlaku .....



berlaku pula pada Pembiayaan Multijasa dengan menggunakan
Akad ljarah;

b. Bank memperoleh sewa atas transaksi multijasa berupa imbalan
(ujrah);

c. Besarnya imbalan (ujrah) harus disepakati di awal dan

dinyatakan dalam bentuk nominal yang tetap.

II1.7. Pembiayaan Atas Dasar Akad ljarah Muntahiya Bittamlik

Disamping ketentuan sebagaimana dimaksud pada Bab III.6. angka 1,

untuk kegiatan penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan atas dasar

ljarah Muntahiya Bittamlik berlaku pula persyaratan paling kurang

sebagai berikut :

a.

Bank sebagai pemilik obyek sewa juga bertindak sebagai pemberi
janji (wa’ad) untuk memberikan opsi pengalihan kepemilikan
dan/atau hak penguasaan obyek sewa kepada nasabah penyewa
sesuai kesepakatan;

Bank hanya dapat memberikan janji (wa’ad) untuk mengalihkan
kepemilikan dan/atau hak penguasaan obyek sewa setelah obyek
sewa secara prinsip dimiliki oleh Bank;

Bank dan nasabah harus menuangkan kesepakatan adanya opsi
pengalihan kepemilikan dan/atau hak penguasaan obyek sewa
dalam bentuk tertulis;

Pelaksanaan pengalihan kepemilikan dan/atau hak penguasaan
obyek sewa dapat dilakukan setelah masa sewa disepakati selesai
oleh Bank dan nasabah penyewa; dan

Dalam hal nasabah penyewa mengambil opsi pengalihan
kepemilikan dan/atau hak penguasaan objek sewa, maka Bank
wajib mengalihkan kepemilikan dan/atau hak penguasaan obyek

sewa kepada nasabah yang dilakukan pada saat tertentu dalam

periode .....



periode atau pada akhir periode Pembiayaan atas dasar Akad

ljarah Muntahiya Bittamlik.

I11.8. Pembiayaan atas dasar Akad Qardh

Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan atas dasar

Akad Qardh berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :

a.

Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman
(Qardh) kepada nasabah berdasarkan kesepakatan;

Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik
produk Pembiayaan atas dasar Qardh, serta hak dan kewajiban
nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia
mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan
data pribadi nasabah;

Bank wajib melakukan analisis atas rencana Pembiayaan atas dasar
Qardh kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek personal
berupa analisa atas karakter (Character);

Bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian
pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai Akad;

Bank dilarang untuk membebankan biaya apapun atas penyaluran
Pembiayaan atas dasar Qardh, kecuali biaya administrasi dalam
batas kewajaran;

Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk
perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar Qardh;
Pengembalian jumlah Pembiayaan atas dasar Qardh, harus
dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati; dan
Dalam hal nasabah digolongkan mampu namun tidak
mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu
yang telah disepakati, maka Bank dapat memberikan sanksi sesuai

syariah dalam rangka pembinaan nasabah.

IV. PELAKSANAAN .....




IV. PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM  KEGIATAN
PELAYANAN JASA

IV.1. Jasa Pemberian Jaminan atas Dasar Akad Kafalah

1. Dalam kegiatan pelayanan jasa dalam bentuk jasa pemberian

jaminan atas dasar Akad Kafalah, berlaku persyaratan paling

kurang sebagai berikut :

a.

Bank bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan

kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga;

. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik

jasa pemberian jaminan atas dasar Kafalah, serta hak dan
kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank
Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan

penggunaan data pribadi nasabah;

. Bank wajib melakukan analisis atas rencana jasa pemberian

jaminan atas dasar Kafalah kepada nasabah yang antara lain
meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter
(Character) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa
kapasitas usaha (Capacity), keuangan (Capital), dan prospek

usaha (Condition);

. Obyek penjaminan harus :

i. Merupakan kewajiban pihak/orang yang meminta jaminan;
ii. Jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya;

111. Tidak bertentangan dengan syariah (tidak diharamkan).

. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam

bentuk perjanjian tertulis berupa Akad pemberian jaminan atas
dasar Kafalah;
Bank dapat memperoleh imbalan atau fee yang disepakati di

awal serta dinyatakan dalam jumlah nominal yang tetap;

g. Bank .....



g. Bank dapat meminta jaminan berupa Cash Collateral atau

bentuk jaminan lainnya atas nilai penjaminan; dan

h. Dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban kepada

pihak ketiga, maka Bank melakukan pemenuhan kewajiban
nasabah kepada pihak ketiga dengan memberikan dana talangan
sebagai Pembiayaan atas dasar Akad Qardh yang harus

diselesaikan oleh nasabah.

2. Ketentuan yang berlaku pada jasa pemberian jaminan atas dasar

Akad Kafalah sebagaimana dimaksud pada angka 1, berlaku pula

pada Pembiayaan Multijasa dengan menggunakan Akad Kafalah.

IV.2. Pemberian Jasa Pengalihan Utang atas Dasar Akad Hawalah

1. Dalam kegiatan pelayanan jasa dalam bentuk pemberian jasa

pengalihan utang atas dasar Akad Hawalah terdiri dari :

a.

Hawalah Mutlagah yaitu transaksi yang berfungsi untuk
pengalihan utang para pithak yang menimbulkan adanya dana
keluar (cash out) Bank, dan

Hawalah Mugqgayyadah yaitu transaksi yang berfungsi untuk
melakukan set-off utang piutang diantara 3 (tiga) pihak yang
memiliki hubungan muamalat (utang piutang) melalui transaksi
pengalihan utang, serta tidak menimbulkan adanya dana keluar

(cash out).

2. Dalam kegiatan pelayanan jasa dalam bentuk pemberian jasa

pengalihan utang atas dasar Akad Hawalah Mutlagah berlaku

persyaratan paling kurang sebagai berikut :

a.

Bank bertindak sebagai pihak yang menerima pengalihan utang
atas utang nasabah kepada pihak ketiga;
Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik

pemberian jasa pengalihan utang atas dasar Akad Hawalah,

serta.....



serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam
ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi
produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;

c. Bank wajib melakukan analisis atas rencana pemberian jasa
pengalihan utang atas dasar Akad Hawalah bagi nasabah yang
antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter
(Character) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa
kapasitas usaha (Capacity), keuangan (Capital), dan prospek
usaha (Condition);

d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam
bentuk perjanjian tertulis berupa Akad pengalihan utang atas
dasar Hawalah;

e. Nilai pengalihan utang harus sebesar nilai nominal;

f. Bank menyediakan dana talangan (Qardh) scbesar nilai
pengalihan utang nasabah kepada pihak ketiga;

g. Bank dapat meminta imbalan (ujrah) atau fee dalam batas
kewajaran kepada nasabah; dan

h. Bank dapat mengenakan biaya administrasi dalam batas
kewajaran kepada nasabah.

. Dalam kegiatan pelayanan jasa dalam bentuk pemberian jasa

pengalihan utang atas dasar Akad Hawalah Mugqayyadah berlaku

persyaratan paling kurang sebagai berikut :

a. Ketentuan kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pemberian
jasa pengalihan utang atas dasar Akad Hawalah Mutlagah
sebagaimana dimaksud pada Angka 2, kecuali huruf a, huruf f
dan huruf g;

b. Bank bertindak sebagai pihak yang menerima pengalihan utang
atas utang nasabah kepada pihak ketiga, dimana sebelumnya

Bank memiliki utang kepada nasabah; dan

c. Jumlah .....



c. Jumlah utang nasabah kepada pihak ketiga yang bisa diambil
alih oleh Bank, paling besar sebanyak nilai utang Bank kepada

nasabah.

IV.3. Jasa Pertukaran Mata Uang atas Dasar Akad Sharf

Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pemberian jasa

pertukaran mata uang atas dasar Akad Sharf, berlaku persyaratan

paling kurang sebagai berikut :

a. Bank dapat bertindak baik sebagai pihak yang menerima penukaran
maupun pihak yang menukarkan uang dari atau kepada nasabah,;

b. Transaksi pertukaran uang untuk mata uang berlainan jenis (valuta
asing) hanya dapat dilakukan dalam bentuk transaksi spot; dan

c. Dalam hal transaksi pertukaran uang dilakukan terhadap mata uang
berlainan jenis dalam kegiatan money changer, maka transaksi
harus dilakukan secara tunai dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku

pada saat transaksi dilakukan.

KETENTUAN GANTI RUGI (Ta ‘widh)

Ketentuan Ganti Rugi (Ta'widh) dalam Pembiayaan dan Penghimpunan

Dana adalah sebagai berikut :

a. Bank dapat mengenakan ganti rugi (fa widh) kepada nasabah baik
karena kesengajaan maupun kelalaian nasabah dalam melakukan sesuatu
yang menyimpang dari perjanjian pembiayaan dan penghimpunan dana
yang mengakibatkan kerugian dan/atau tambahan beban pada Bank;

b. Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah sebesar
nilai kerugian riil (real loss) yang berkaitan dengan upaya Bank untuk
memperoleh pembayaran dari nasabah dan bukan potensi kerugian yang
diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang

hilang (opportunity loss/al-furshah al-dha-i’ah);

c. Kerugian.....
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c. Kerugian riil sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah biaya-biaya
riil dan/atau tambahan beban yang dikeluarkan oleh Bank dalam rangka
penagihan hak Bank atas nasabah dan/atau dalam rangka pengelolaan
rekening penghimpunan dana nasabah.

d. Ganti rugi hanya boleh dikenakan pada Pembiayaan atas dasar Ijarah
dan Pembiayaan yang menimbulkan utang piutang (dain), seperti Salam,
Istishna’ serta Murabahah, yang pembayarannya dilakukan secara
tangguh;

e. Ganti rugi dalam Pembiayaan atas dasar Mudharabah dan Musyarakah,
hanya boleh dikenakan oleh Bank sebagai pemilik dana (shahibul maal)
apabila bagian keuntungan Bank tidak dibayar oleh nasabah sebagai
pengelola dana (mudharib);

f.  Klausul kemungkinan pengenaan ganti rugi harus ditetapkan secara jelas

dalam perjanjian Pembiayaan dan dipahami oleh nasabah.

PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada
tanggal 17 Maret 2008

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat
Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

SITI CH. FADJRIJAH
DEPUTI GUBERNUR




DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK ANALISISTAKE OVER
NASABAH PEMBIAYAAN KPR PADA BANK SYARIAH MANDIRI
KE BANK SYARIAH KOMPETITOR DI KOTA MEDAN KCP PULO

BRAYAN YANG DILAKUKAN PADA 11 MARET 2019
RESPONDEN A.N EVENDASARI (BRANCH MANAGER)

No. | Butiran Wawancara Jawaban Responden
1. Bagaimana  prosedur  umum | Syarat yang akan dibutuhkan oleh bank
pengajuan take over nasabah | ketika pengajuan take over Pembiayaan
pembiayaan KPR pada Bank | KPR sama sga dengan berbagai
Syariah Mandiri ke Bank Syariah | persyaratan ketika mengajukan KPR
kompetitor di Kota Medan sebelumnya. Bahkan akan meminta
kelengkapan identitas diri seperti KTP
dan KK.
2. Bagaimana pelaksanaan take over | Nasabah yang ingin  memindahkan

nasabah pembiayaan KPR pada
Bank syariah Mandiri ke Bank
Syariah Kompetitor

hutangnya (take over) pada bank syariah
lain akan melunasi hutangnya terlebih
dahulu pada Bank Syariah Mandiri tanpa
member informasi lebih lanjut kepada
Bank Syariah Mandiri selaku pemberi

pinjaman.

3. Akad apakah yang digunakan
Bank Syariah Mandiri
melakukan take over nasabah
pembiayaan KPR pada Bank
Syariah Mandiri ke Bank Syariah
kompetitor di Kota Medan

untuk

Akad yang digunakan dalam take over
nasabah pembiayaan KPR Bank Syariah
Mandiri Ke Bank Syariah Kompetitor Di
Kota Medan adalah menggunakan Akad
musyarakah dan murabahah

4, Apa penyebab dan dampak yang

Penyebab nasabah melakukan take over




terjadi jika nasabah mengajukan
take over pembiayan KPR pada
Bank Syariah Mandiri ke Bank

Syariah  kompetitor di Kota

karena adanya tawaran yang menarik dari
Bank Syariah
nasabah ingin men- take over pembiayaan
KPR yang sudah berjalan di Bank

competitor  sehingga

Medan Syariah Mandiri sehingga menimbulkan
dampak pada bank syariah mandiri yakni
menurunnya margin yang di peroleh
Bank Syariah Mandiri.

Apa tindakan yang dilakukan | Bank syariah Mandiri Memberikan

Bank Syariah Mandiri agar | Penawaran  produk lainnya  dan

nasabah tidak melakukan take
over KPR pada Bank Syariah
Mandirike Bank Syariah
kompetitor di Kota Medan

memberikan program hadiah serta
memberikan souvenir seperti, agenda,

mug, ballpoint dlil.




DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK ANALISISTAKE OVER
NASABAH PEMBIAYAAN KPR PADA BANK SYARIAH MANDIRI
KE BANK SYARIAH KOMPETITOR DI KOTA MEDAN KCP PULO

BRAYAN YANG DILAKUKAN PADA 11 MARET 2019
RESPONDEN A.N ZEFRIANDA PRATAMA (STAFF MARKETING)

No. | Butiran Wawancara Jawaban Responden

1. Bagaimana prosedur umum | Nasabah harus melengkapi identidas diri
pengajuan take over nasabah | seperti, KTP, KK, serta persyaratan lain pada
pembiayaan KPR pada Bank | pengajuan KPR pada umumnya.
Syariah Mandiri ke Bank
Syariah kompetitor di Kota
Medan

2. Bagaimana pelaksanaan take | Pada ssat nasabah men-take over kan
over nasabah pembiayaan | hutangnya pada Bank Syariah lain, kerap
KPR pada Bank syariah | nasabah tidak jujur saat ditanya oleh BSM.
Mandiri ke Bank Syariah
Kompetitor

3. Akad apakah yang digunakan | Akad yang digunakan dalam take over
Bank Syariah Mandiri untuk | nasabah pembiayaan KPR Bank Syariah
melakukan take over nasabah | Mandiri Ke Bank Syariah Kompetitor Di Kota
pembiayaan KPR pada Bank | Medan  adalah menggunakan  Akad
Syariah Mandiri ke Bank | musyarakah dan murabahah
Syariah kompetitor di Kota
Medan

4, Apa penyebab dan dampak | Nasabah yang melakukan take over
yang terjadi jika nasabah | disebabkan oleh berbagai factor salah satu
mengaj ukan take over | factor penyebabnya adalah nasabah mendapat




pembiayan KPR pada Bank
Syariah Mandiri ke Bank
Syariah kompetitor di Kota
Medan

tawaran dari bank lain yang mana tawaran
tersebut menarik minat nasabah untuk
maelakukan take over. Dengan terjadinaya
take over tersebut dapat berpengaruh pada

margin yang di peroleh bank syariah mandiri.

Apa tindakan yang dilakukan
Bank Syariah Mandiri agar
nasabah tidak melakukan take
over KPR pada Bank Syariah
Mandirike Bank Syariah
kompetitor di Kota Medan

Bank syariah Mandiri Memberikan
Penawaran produk lainnya dan memberikan
program hadiah serta memberikan souvenir

seperti, agenda, mug, ballpoint dil.




DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK ANALISISTAKE OVER
NASABAH PEMBIAYAAN KPR PADA BANK SYARIAH MANDIRI
KE BANK SYARIAH KOMPETITOR DI KOTA MEDAN KCP PULO

BRAYAN YANG DILAKUKAN PADA 11 MARET 2019
RESPONDEN A.N YAN FACHRIZA (MICRO BANKING MANAGER)

No.

Butiran Wawancara

Jawaban Responden

Bagaimana prosedur umum
pengajuan take
nasabah pembiayaan KPR
pada Bank Syariah Mandiri
ke Bank Syariah kompetitor
di KotaMedan

over

Setelah persyaratan standar yang dipenuhi pada
pengajuan KPR awal, bank juga akan meminta
sertifikat rumah yang akan di take over

tersebut.

Bagaimana
take
pembiayaan KPR

pelaksanaan
nasabah
pada
Bank syariah Mandiri ke
Bank Syariah Kompetitor

over

Pada

mengimformasikan

nasabah tidak
bahwa nasabah
mengalihkan utangnya kepada Bank syariah
akan tetapi nasabah hanya
beralasan melunasi sisa hutangnya yang ada di
Bank Syariah Mandiri KCP Medan Pulo

Brayan.

kasus ini

kompetitor,

Akad apakah yang
digunakan Bank Syariah
Mandiri
take

pembiayaan KPR

untuk melakukan
nasabah

pada
Bank Syariah Mandiri ke
Bank Syariah kompetitor di
Kota Medan

over

Akad yang digunakan dalam take over nasabah
pembiayaan KPR Bank Syariah Mandiri Ke
Bank Syariah Kompetitor Di Kota Medan
adalah menggunakan Akad Qardh, musyarakah
dan murabahah




Apa penyebab dan dampak
yang terjadi jika nasabah
mengajukan  take  over
pembiayan KPR pada Bank
Syariah Mandiri ke Bank
Syariah kompetitor di Kota
Medan

Menurunnya persentase pembiayaan pada Bank
syariah mandiri

Apa tindakan yang
dilakukan Bank Syariah
Mandiri agar nasabah tidak
melakukan take over KPR
pada Bank Syariah
Mandirike Bank Syariah
kompetitor di Kota Medan

Bank syariah Mandiri Memberikan Penawaran
produk lainnya dan memberikan program
hadiah serta memberikan souvenir seperti,
agenda, mug, ballpoint dll.
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Jenis Kelamin
Agama

Tinggi Badan

Berat badan

Alamat

Handphone

Status

Email

DATA PENDIDIKAN

FORMAL
Sekolah dasar
SMP

SMA

Perguruan Tinggi
Non-Formal

/
CURRICULUM VITAE

: ELVI NOPITA

; Pangkalan serai, 15 juni 1996

. perempuan

 islam

160 cm

58 kg

: JLBukit barisan I Gg.dempo No.17
: 0822-4740-1339

: Belum Menikah

: vieviecantikyahoocom@gmail.com

: SD 016 Pangkalan Serai

: MTS N Kuntu Darussalam

: SMA N Kampar Kiri

- Unmiversitas Muhammadiyah Sumatera Utara

1. Kursus bahasa inggris (2013)
2. Belajar Adobe Photoshop (2014)

PENGALAMAN BEKERIA

DATA KEMAMPUAN

Desain
Bahasa Peracakapan

. Adobe photoshop
: Indonesia ( Aktit), inggris (pasif)

Medan, 12 Maret 2018

ELVI NOPITA
1501270003
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4% UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri Mo 3 Medan 20238 Telp (061 6622400
Website : www.umsiac.id E-mail : relgor@@umsi.ng. id
Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut
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PENGESAHAN PERGANTIAN JUDUL SKRIPSI

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

MNama Mahasiswa : Elvi Nopita
hPM 1501270003
Fakultas : Agama [slam
Pogram Studi : Perbankan Syariah

Disetujui untuk mengganti judul skripsi :

Argumentasi Pergantian Judul : Ada penambahan Judul.

Judul Skripsi : Analisis Takeover Nasabah Bank Syariah Mandiri Ke Bank Syariah
Kompetitor Di Kota Medan (Studi Kusus Pada Bank Syariah Mandiri
KCP Medan Pulo Brayan).

Telah diganti menjadi : Analisis Tukeover Nasabah Pembiayaan KPR Bank Syariah Mandiri Ke

Bank Svariah Kompetitor Di Kota Medan (Studi Kasus Pada Bank
Svariah Mandiri KCP Medan Pulo Brayan).

Medan, 2. Feb 2019
Hormat Sava

Ketua Program Studi
I'erbankan Syariah

Dr. Muham ih, MA
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—_— syariah

Mo, 21EE4-2R0
FT Bank Sgariah Mandiri
Kepada ) . : fegher | | Sumaters 1
PT Bank Syariah Wandiri 1L & Yani 100 LiY
KEP Madan Puio Brayas Medzn- 2011
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Ferhal: PELAKSAMAAN RISET

Azsalarnrsiaikam Hr Wh

Semoga Ssutard besets sewimn S1aff datarn senantiass dalany headaan sehal wadafal dan
mandapat 13ufln sera hlayah dan Allgh SAT

Menunick peihal d atas, dengan i kami sampaikan petakssnaan Riset (Feneifian) manasiss
di Cabang Saurar dengan kelerangan sebaga berkut

kagisis Taxe over nasebeh Bask
Swdriah Wandin ke Bark Syarah
Homosliy o Kels Wedan (st |
Katus pada tavk Symizh Mengin #EP
TAedan Pulg Bragan]

Kami sampaiken kembai tatwa gatgma pelaksarman Rsed Saudata fatap merperhatican dan

mhesnaiulii beteniuan. sehans bevkul,

1 Pesarla fisel harus mematshi UL Feroankan Ho 10 thun 1308 sertg atentuan inem Bank
Syariah Mandin yang menyangkut prinsg-prnsio karahasiaan bank.

2, Pasesta rieat harus mamalubi SE Mo 5/007/05! 1anggal 5 Agustus 2003 perhal Riset, Survey,
Penalilian bmish, Pengisian Kuegiongr bagi mahasiswa dalam rangha penyusLaen SKIDS.
peoram gtudi 5.1-8.2 dan praklak et wmwmﬁmw

.

1. Peseta tiset hanya dagsl mempansheh data Lk kepetingan dmiah dan yang bersaukulan
lmmmmmmum pifva i,

:.Fummmmwmmmtmpmmwmm
aeahah uriuk kapaningan priedi

& MmWMW*E{m}Mmmﬁhmm.mm
dengan jangia wakby maksimal 1 {satu) bulam.

5, Pesaria tiged i bizash bmbingan dan pengatasan S20rng peabat bavk.

7. Pasaria visel menperankan | {m:mmwmmmmm
pemibimbing dan peietal Bark Syanah Mandi,

B Pasarty mpnmnmnganisdm Pernyatas barmatensi (Erismpd)

QWMMQﬂmWIWmMMMMM:
hikps:/igo XY gt

mmmm.amummmmmmmm.

Warssakms ik Y Wh.
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05 Mare! 2019 FT Bark Syariah Mandiri
Mo, 21B93-AR0 | Heg-nnl '!umﬂr:ra !

A e K
Fepada,

Universitas Mulammadiyah Sumatera Utara
Fakulas Agama isiam

4. Kapten Mukhtar Basd Mo

Medan

Up. th. Bapak Zailani, 5. Pd L MA

Fenhal: PERSETUJUAN PENELITIAN (RISET)

HAssalamualaikum W W

Semogs Bapak beserta seiuruh stal setsu difam keadaan sahal walsfial dan senankiasa dakam
findungan dan retmat dar Aflah SWT

Manunjuk perhal lersebut & atas mwwmmmuﬁmmm
B, mmmwﬁmmﬂmmmmlnkmm g4 angean shh

Amlm take  over MhSwMI
Mandin ke Bark wah |

y B VNS | 1801270003 xmm i Knta Medan (st Rasus | Lo Medan

Nopim | gt bank Syariah Mandii KCP Medan | | U B7aren
) Puly Brayan|

xmmwmmnmmmwm

frrematuhi ketentuan sebagas berdut

1, Peserts nset harus mematuli UL Perbankan Mo 10 tahun 1908 serta ketentuan miem Bank
Syariah hMandiri yarg menyanghul prinsy-prasip keranasaan bank

2. Peserta nset harus mematui 3B No 5007IDS! langgal 5 Agushus 2001 penhal Risel
Survey, Penelitian limiah, Pengisian Kuesoner bag mahasiswa dalam rangka penjusunan
skrigs: program Stud 5 1-52 dan prakiek kena lapsnganimagang bagi siswa sekoian

menengah kejumaniipom ) _

1 Peserta riset hanya dapat mempersieh data untuk kepeniingan iimigh dan yang bertanghutan
lidak diperkenankan menyebariusskannya kapada pihak lan

4 Petena risal fidak ciperkenanian menyatin (folocapy) dala dan membyst salman dokumen
rasabah untuk kepertogan oribadi

& Peterta malaksanshan risel seEma + 2 (dua) meggu, dan D' gperivkan, dapat
diperpanjang dengan [angka wakiu maksimal | {saty) buian

& Pesertarnge! df bawah bimbingan dan pengasasan seorm pejabial Dank

7. Peseria riset menyerahken 1 (satu) bush cooy hasil nset yang telah dipenksaidiseluju gish

A Peterta 'Nije‘b menndatangini Surat PRenyataan bermateral (Lerlampor)

Cemikian hami sampakan alas kenasama Bapak kami ucapkan Yenma kash

Wassalamu glaikum Wr W

AT BANK SYARIAH NMENDIRI
REGION FSUMATERA 1

i

Ahmad Zaikani antn
Regioral Head R8BS Manager




